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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami limpahkan kepada Allah SWT atas berkat dan
rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
buku ini dengan lancar.

Buku “Kupas Tuntas PPh Orang Pribadi” ini disusun berdasarkan
pengalaman kami yang telah mengajar materi ini di berbagai
seminar, diklat, pelatihan, dan workshop di berbagai tempat di
Indonesia, sehingga diharapkan dapat memudahkan para
pembaca karena disusun sedemikian rupa berdasarkan materi
ajar.

Buku ini disusun secara lengkap mencakup semua materi Pajak
Penghasilan Orang Pribadi, pengisian Surat Pemberitahuan
(SPT), dan bagan ilustrasi. Selain itu, untuk memperkaya
pemahaman pembaca, Penulis juga menyertakan peraturan
pajak, latihan soal, dan video yang disajikan secara online dalam
tautan yang terdapat dalam tiap bab di buku ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga kami, rekan-
rekan PKN STAN dan semua pihak atas dukungannya. Ucapan
terima kasih juga kami persembahkan kepada penerbit yang
telah menerbitkan buku-buku penulis selama ini.

Kami menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu, kami harapkan kritik dan saran dari pembaca untuk
perbaikan karya-karya kami selanjutnya.

Tangerang Selatan, September 2021
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BAB |

KARAKTERISTIK DAN SISTEM PAJAK
PENGHASILAN

A. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan definisi Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang
Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap
Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU
PPh yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib
Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

UU PPh sendiri lahir di tahun 1983 dengan diundangkannya
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Sebelumnya sejak zaman pra kemerdekaan sudah ada berbagai
macam pungutan pajak kepada rakyat antara lain ordonansi pajak
pendapatan, ordonansi pajak perseroan, pajak kekayaan, dan
sebagainya.

B. Karakteristik Pajak Penghasilan

Dalam hukum pajak, terdapat beberapa karakteristik utama
dari Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak subjektif, pajak langsung,
pajak pusat, sistem self- assessment dan withholding, dan bersifat
progresif.



1. Pajak Subjektif

Salah satu karakteristik mendasar dari PPh adalah pajak
subjektif. Dalam menentukan besarnya beban PPh, keadaan subjek
pajak sangat diperhatikan. Hal ini erat kaitannya dengan teori gaya
pikul, yaitu pengenaan pajak tergantung pada besarnya kemampuan
membayar dari subjek pajak tersebut. Besarnya kemampuan
membayar pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor penghasilan,
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti jumlah
tanggungan wajib pajak, sehingga besarnya pajak penghasilan yang
dibayar pun bisa berbeda-beda. Selain itu, dalam pajak subjektif
pengenaan pajak dimulai dengan menetapkan terlebih dulu subjek
pajaknya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya.

Sebaliknya, pajak objektif dikenakan dengan melihat dulu
objeknya, baru dihubungkan dengan subjek pajak, bahkan seringkali
subjek pajak tidak diperhatikan. Yang termasuk pajak objektif antara
lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan, dan
Bea Meterai.

2. Pajak langsung

Secara administratif, pada pajak langsung wajib pajak
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak
terutangnya sendiri. Namun, pada pajak tidak langsung, pihak yang
menanggung beban pajak dan pihak yang bertanggung jawab
menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang berada
pihak yang berbeda. Sebagai contoh pada PPN, yang menanggung
beban pajak adalah konsumen akhir, sedangkan pihak yang
bertanggung jawab secara administratif adalah pihak yang
menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
(Pengusaha Kena Pajak).

3. Pajak Pusat

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk
mengadministrasikan PPh adalah pemerintah pusat, dalam hal ini
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Selain
Pajak Penghasilan, yang termasuk pajak pusat adalah Pajak



Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea
Meterai, dan PBB P3L. Sebaliknya, yang termasuk pajak daerah
antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak restoran,
pajak hotel, dan sebagainya.

4. Sistem Self-Assessment dan Withholding

Pemungutan PPh menggunakan sistem self-assessment dan
sistem withholding. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak wajib
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan
pajaknya sendiri, tidak perlu menunggu ketetapan pajak dari fiskus.
Pelaporan PPh pada akhir tahun dilakukan dengan menyampaikan
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Sebaliknya, pada
witholding system, undang-undang mewajibkan pihak ketiga untuk
memotong/memungut PPh atas penghasilan yang
diterima/diperoleh oleh wajib pajak. Sebagai contoh, PPh Pasal 21,
PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

-

WAJIB PAJAK
MENGHITUNG
MENYETOR
MELAPOR

PAJAK YG MENURUTNYA
TERUTANG

- .

PPh PASAL 25/29
(OP & BADAN)

..

PAJAK TERUTANG
DIHITUNG

DISETOR
DILAPORKAN

OLEH PIHAK KETIGA

PPh PASAL 21
PPh PASAL 22
PPh PASAL 23/26
PPh PASAL 15
PPh FINAL

Gambar 1. Sistem Pemungutan Pajak




Kebalikan dari self assessment adalah official assessment.
Dalam official assessment pajak yang terutang ditetapkan oleh
fiskus atau otoritas pajak. Contoh sistem ini terdapat di Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan beberapa
pajak daerah misalnya pajak reklame dan pajak kendaraan
bermotor.

Gambar di atas menjelaskan bahwa sistem PPh di Indonesia
menganut self assessment dan withholding system. Wajib Pajak
melakukan kewajiban perpajakan dengan self assessment untuk
kewajiban perpajakan tahunan seperti SPT Tahunan PPh Orang
Pribadi dan Badan. Selanjutnya, kewajiban perpajakan dengan
withholding system atau sering disebut dengan pemotongan dan
pemungutan PPh dilakukan untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh
Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Lebih lanjut, gambaran yang lebih lengkap tentang sistem PPh
di Indonesia dijelaskan dalam Gambar 2. Gambar tersebut
menjelaskan bahwa kewajiban PPh Wajib Pajak bisa dibagi menjadi
kewajiban pada tahun berjalan dan pada akhir tahun. Pada tahun
berjalan Wajib Pajak membayar pajak sendiri dan memotong/
memungut PPh pihak lain. Pembayaran pajak sendiri ini dilakukan
dengan mekanisme penyetoran sendiri untuk PPh Pasal 25 dan STP
PPh Pasal 25 (pokok pajak) dan pemotongan/pemungutan oleh pihak
lain untuk PPh Pasal 21/22/23/24 dan Pasal 4 ayat (2). Pembayaran
pajak sendiri ini merupakan pajak yang dibayar di muka (prepaid
taxes) yang bisa dikreditkan di penghitungan PPh akhir tahun, ini
berlaku untuk PPh yang tidak final. Selanjutnya, Wajib Pajak di tahun
berjalan juga ada kewajiban melakukan pemotongan dan
pemungutan pajak dan melaporkannya melalui SPT masa, ini berlaku
untuk Wajib Pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Di
akhir tahun, ketika Wajib Pajak sudah mengetahui berapa
penghasilannya selama setahun, maka Wajib Pajak ada kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan PPh. Penghitungan PPh kurang
bayar/lebih bayar/nihil dilakukan dengan mengurangkan PPh
terutang dengan PPh yang dibayar dalam tahun berjalan yang tidak



bersifat final. Dalam pola pemenuhan kewajiban PPh tersebut bisa
diketahui bahwa self assessment dan withholding system digunakan
oleh Wajib Pajak.

KEWAIJIBAN PPH WP ‘

- PPH 1 TH SEKALI

'

-~ -
N\ ~ | v ——
\ -
\ | TAHURBERIALAN P AKHIR TAHUN
Y ~y -~ -
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- | Melalui SPTTFhunan
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Sendiri Oleh Pihak Lain [
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STP PPh Pasal 25 PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 SPT PPh Badan SPT PPh OP
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PPh Pasal 4 ayat (2) Melaporkan SPT Masa

Gambar 2. Kewajiban Pajak Penghasilan

5. Bersifat Progresif

Dilihat dari beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak,
semakin besar penghasilan wajib pajak akan dikenakan Pajak
Penghasilan yang semakin besar pula. Tarif umum PPh bagi wajib
pajak badan menggunakan tarif proporsional, sedangkan bagi wajib
pajak orang pribadi berlaku tarif progresif. Tarif ini menghasilkan
jumlah pajak terutang yang semakin besar jika penghasilan yang
diterima atau diperoleh wajib pajak semakin besar. Berdasarkan
tarif progresif, tarif pajak yang berlaku terdiri dari beberapa lapisan
tarif, disesuaikan dengan lapisan penghasilan kena pajaknya.
Semakin tinggi lapisan penghasilan kena pajaknya, maka lapisan
tarif pajaknya juga semakin tinggi. Tarif progresif ini terdapat dalam
Pasal 17 UU PPh.
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BAB Il
SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

A. Subjek Pajak Penghasilan

Undang-Undang PPh mengatur bahwa Pajak Penghasilan
merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas
Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Selanjutnya, agar dapat dikenakan PPh harus memenuhi dua
syarat, yaitu memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif.
Subjek pajak yang memiliki kewajiban pajak objektif disebut wajib
pajak.

Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun kalender,
tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi
jangka waktu 12 bulan.

Pasal 2 ayat (1) UU PPh mengatur tentang siapa saja yang
menjadi subjek PPh, yaitu sebagai berikut.

SUBJEK PAJAK
] Ora.ng Pribadi Bentuk Usaha
* Warisan belum Badan
» Tetap
terbagi

Gambar 3. Jenis Subjek Pajak

1. Orang Pribadi

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-
Undang PPh, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat
tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.



2. Warisan Belum Terbagi

Kerapkali suatu warisan belum bisa dibagi karena ada alasan-
alasan tertentu. Ada jeda waktu sejak pewaris meninggal dunia
sampai dengan warisan tersebut terbagi. Agar pengenaan pajak atas
penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat
dilaksanakan maka warisan yang belum terbagi ditetapkan sebagai
subjek pajak. Jadi warisan yang belum terbagi tersebut sebagai satu
kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka
yang berhak yaitu ahli waris.

Warisan yang belum terbagi tersebut akan menjadi wajib
pajak apabila warisan itu menghasilkan pendapatan. Misal, Tuan X
telah meninggal dan meninggalkan warisan berupa usaha warung
makan dengan omzet Rp500 juta per tahun.

Pasal 32 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang KUP mengatur
bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, suatu warisan
yang belum terbagi bisa diwakili oleh :

e salah seorang ahli warisnya;
e pelaksana wasiatnya; atau
pihak yang mengurus harta peninggalannya.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dalam pengertian
perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau
ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Meskipun begitu ada unit tertentu dari badan pemerintah yang
dikecualikan dari subjek Pajak Penghasilan asal memenuhi kriteria
sebagai berikut:
e pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



undangan;
e pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e  penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah; dan
e pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
Jadi kantor-kantor instansi pemerintah, baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah, umumnya memenuhi kriteria di
atas. Sebagai contoh Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan
Pajak, kantor bupati, sekolah dasar negeri, dan seterusnya. Kantor-
kantor instansi pemerintah tersebut dikecualikan dari subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan di Indonesia. Perlakuan perpajakan atas
BUT ini disamakan dengan perlakuan wajib pajak badan.

Subjek Pajak BUT muncul ketika orang pribadi atau badan dari
luar negeri menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu Bentuk
Usaha Tetap di Indonesia. Sebaliknya, status sebagai subjek pajak
akan berakhir pada saat orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi
menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu BUT di Indonesia.

BUT di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis sebagai
berikut:

1. BUT Fisik meliputi: tempat kedudukan manajemen; cabang
perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel;
gudang; ruang untuk promosi dan penjualan; pertambangan dan
penggalian sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak
bumi dan gas; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,
atau kehutanan; komputer, agen elektronik, atau peralatan
otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh
penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan
usaha melalui internet.



B.

BUT Proyek meliputi: proyek konstruksi, instalasi, atau proyek
perakitan.

BUT Jasa meliputi: pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh
pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60
(enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
BUT Agen meliputi: orang atau badan yang bertindak selaku
agen yang kedudukannya tidak bebas.

BUT Asuransi meliputi: Agen atau pegawai dari perusahaan
asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung
risiko di Indonesia.

Pembagian Subjek Pajak Penghasilan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPh mengatur bahwa

“Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan
subjek pajak luar negeri.” Selanjutnya, Subjek Pajak Dalam Negeri
dapat berupa orang pribadi, badan, dan warisan belum terbagi.
Sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri dapat berupa Subjek Pajak Luar
Negeri BUT dan Subjek Pajak Luar Negeri Bukan BUT. Pembagian
Subjek Pajak tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

SUBIJEK PAJAK
LUAR NEGERI

SUBIJEK PAJAK
DALAM NEGERI

WARISAN
BELUM
TERBAGI

BUKAN
BUT

ORANG
PRIBADI

Gambar 4. Pembagian Subjek Pajak
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Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh mengatur pengertian
Subjek Pajak Dalam Negeri sebagai berikut:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
dan

c. warisan vyang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak.

Selanjutnya, buku akan membahas secara lebih detil dengan
penekanan ke aspek perpajakan orang pribadi.

1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-
undang PPh, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat
tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPh, subjek pajak
dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar
negeri. Subjek pajak dalam negeri pada pasal 3 disebutkan sebagai:
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,

b. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, atau

c. orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia.

Penentuan tempat tinggal sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 adalah ditentukan menurut
keadaan yang sebenarnya, yakni:

a. tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya;
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b. tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan,
dalam hal orang pribadi tersebut mempunyai tempat tinggal
tetap (dua) tempat atau lebih; atau tidak mempunyai tempat
tinggal tetap; atau

c. tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1
(satu) tahun kalender terakhir, dalam hal tempat pusat
kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan sebagaimana
dimaksud pada huruf b tidak dapat ditentukan

Selanjutnya, pengertian “orang pribadi yang bertempat

tinggal di Indonesia” diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011, yaitu orang pribadi yang:

a. mempunyai tempat tinggal (place of residence) di Indonesia yang
digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk:

1)

2)

3)

berdiam (permanent dwelling place), yang tidak bersifat
sementara dan bukan hanya sebagai tempat persinggahan.
Orang pribadi dianggap mempunyai tempat berdiam di
Indonesia dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di
Indonesia yang dipakai untuk kediaman, yang bersifat tidak
sementara dan bukan sebagai persinggahan.

melakukan  kegiatan  sehari-hari atau  menjalankan
kebiasaannya (ordinary course of life). Orang pribadi dianggap
mempunyai tempat melakukan kegiatan sehari-hari atau
menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life) di
Indonesia dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di
Indonesia yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-
hari terkait dengan urusan ekonomi, keuangan atau sosial
pribadinya, antara lain turut serta dalam kegiatan-kegiatan di
masyarakat, turut serta dalam kegiatan, keanggotaan, atau
kepengurusan suatu organisasi, kelompok atau perkumpulan
di Indonesia.

tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode).
Orang pribadi dianggap mempunyai tempat menjalankan
kebiasaan (place of habitual abode) di Indonesia dalam hal
orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang
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digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik
yang bersifat rutin, sering ataupun tidak, antara lain
melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi, atau

mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia,
yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih
berada di Indonesia.

Tempat tinggal orang pribadi meliputi:

dapat ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama-sama
dengan keluarganya, yang dapat dimiliki, disewa, atau tersedia
untuk digunakannya; dan

berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya
Bagi orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri

karena berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
12 bulan, keberadaannya di Indonesia tersebut dapat secara terus
menerus atau terputus-putus, dan bagian dari hari dihitung penuh
satu hari.

Selanjutnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

43/PJ/2011 juga mengatur tentang orang pribadi yang dianggap
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, yaitu

a.

orang pribadi yang menunjukkan niatnya secara tegas untuk
bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan
dokumen berupa

- Visa bekerja,

- Kartu lzin Tinggal Terbatas (KITAS), atau

- kontrak/perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau

kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih 183 hari;

orang pribadi yang melakukan tindakan yang menunjukkan
bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap
untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau
mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di
Indonesia, memindahkan anggota keluarga atau memperoleh
tempat yang disediakan oleh pihak lain.

Sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

2/PJ/2009, menetapkan bahwa Warga Negara Indonesia yang
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bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan tergolong sebagai Subjek Pajak Luar Negeri.

Lebih lanjut, orang pribadi Warga Negara Indonesia yang
berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia
apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan
dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih
berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:

- green card,

- identity card,

- student card,

- pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor
Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,

- surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau
Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau

- tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak
apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang
besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan
kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi yang telah memenuhi
kewajiban subjektif dan objektif. Oleh karena itu, Wajib Pajak orang
pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).

2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang PPh mengatur pengertian
Subjek Pajak Luar Negeri sebagai berikut :

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan; dan

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan.
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Sehingga perbedaan penentuan status subjek pajak dalam
negeri dan luar negeri dapat dijelaskan sebagai berikut.

ORANG PRIBADI

SUBIJEK PAJAK SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI LUAR NEGERI
- BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT
INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 TINGGAL DI INDONESIA / BERADA DI
BULAN; ATAU INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI
- DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI DALAM 12 BULAN
INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT
BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA

Gambar 5. Penentuan Status Subjek Pajak Orang Pribadi

Selanjutnya, perbedaan kewajiban pajak antara subjek pajak
dalam negeri dan luar negeri adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Perbedaan Kewajiban Subjek Pajak Dalam Negeri dan
Subjek Pajak Luar Negeri

. . WP Luar Negeri
No Uraian WP Dalam Negeri (Bukan BUT)
1. Penghasilan yang dapat | Penghasilan yang Penghasilan yang
dikenakan pajak diterima atau diperoleh bersumber dari

dari Indonesia Indonesia

dan luar Indonesia
2. Dasar pengenaan pajak | Penghasilan Neto Penghasilan Bruto
3. Tarif pajak Tarif umum Tarif sepadan (tarif

proporsional)
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Kewajiban pelaporan Wajib menyampaikan SPT | Tidak wajib
pajak Tahunan PPh menyampaikan SPT]|
Tahunan PPh

Untuk mempermudah penentuan status subjek pajak orang
pribadi maka bisa melihat contoh kasus di bawah ini.

1) Ayumi adalah WNI yang bekerja di Jepang lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan. Penghasilannya hanya bersumber
dari pekerjaannya di Jepang saja. Dari penghasilannya di Jepang,
Ayumi sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Dari kasus
tersebut, Ayumi bukan lagi termasuk Subjek Pajak Dalam Negeri,
dengan begitu Ayumi sudah tidak dikenakan PPh lagi di
Indonesia dan tidak lagi perlu melaporkan SPT Tahunannya.

2) Bagas adalah WNI yang bekerja di Hongkong lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan. Dari penghasilannya di Hongkong,
Bagas sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Sedangkan
di Indonesia Bagas memperoleh penghasilan dari rumah yang
disewakan. Dari kasus tersebut, Bagas dikategorikan sebagai
Subjek Pajak Luar Negeri. Bagas tidak memiliki kewajiban
melaporkan SPT Tahunan PPh. Namun, atas penghasilan sewa
rumah tersebut, penyewa harus memotong PPh Pasal 26
sebesar 20% dari penghasilan sewa.

3) Charlie adalah WNI yang bekerja di Jerman selama tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain penghasilan di
Jerman, Charlie juga mendapatkan penghasilan di Indonesia.
Dari kasus di atas, Charlie harus tetap membayarkan pajaknya di
Indonesia, cara membayarnya sama dengan wajib pajak dalam
negeri pada umumnya, namun atas PPh yang dipotong di luar
negeri bisa sebagai pengurang bagi pajak Charlie di Indonesia
(kredit pajak luar negeri sesuai dengan Pasal 24 UU PPh). Charlie
harus melaporkan SPT Tahunannya di Indonesia termasuk
melaporkan penghasilan yang didapatnya di luar negeri.

C. Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif
Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif yang pengenaan
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pajaknya dimulai

dengan menentukan

subjek pajak,

baru

ditentukan objek pajaknya. Oleh karena itu, penentuan saat mulai
dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Saat
mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif bisa dilihat di tabel

di bawah ini.

Tabel 2. Saat Mulai dan Berakhir Kewajiban Pajak Subjektif

Subjek Pajak

Mulai

Berakhir

Subjek Pajak Dalam Neger

Orang Pribadi
Bertempat tinggal di Saat dilahirkan di e Saat meninggal dunia.
Indonesia Indonesia e Saat meninggalkan

Berada di Indonesia
lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12
bulan berniat untuk
bertempat tinggal di
Indonesia

Sejak hari pertama
berada di Indonesia

Indonesia untuk
selama- lamanya.

e Saat meninggalkan
Indonesia untuk bekerja
di luar negeri lebih dari
183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan.

Warisan yang Belum
Terbagi

Saat timbulnya warisan
yang belum terbagi

Saat warisan selesai
dibagikan

Badan

Saat didirikan atau
berempat kedudukan di
Indonesia

Saat dibubarkan atau
tidak lagi bertempat
kedudukan di Indonesia

Subjek Pajak Luar Negeri

Orang Pribadi tidak
bertempat tinggal atau
berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 jari dalam
jangka waktu 12 bulan

Badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia
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Menjalankan usaha/ Sejak menjalankan Saat tidak menjalankan

melakukan kegiatan usaha/ kegiatan melalui | usaha/kegiatan melalui

melalui BUT BUT di Indonesia BUT di Indonesia

Tidak menjalankan usaha/| Saat menerima atau Saat tidak lagi menerima

melakukan kegiatan memperoleh atau memperoleh

melalui BUT penghasilan di penghasilan di Indonesia
Indonesia

D. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Pasal 3 Undang-Undang PPh mengatur pihak yang tidak

termasuk Subjek Pajak Penghasilan adalah

1.
2.

kantor perwakilan negara asing;

pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau

pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal

bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh

penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan

b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh  penghasilan dari Indonesia  selain
memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya
berasal dari iuran para anggota.

Terakhir ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 235/PMK.010/2020.

pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan syarat bukan

warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha,

kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan

dari Indonesia.

E. Wajib Pajak Orang Pribadi
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Di atas sudah dijelaskan tentang subjek pajak. Lalu siapakah
yang menjadi wajib pajak orang pribadi? Wajib pajak menurut UU
KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut, UU PPh menjelaskan
bahwa subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan
disebut sebagai wajib pajak.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai
pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban
pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang
dimaksud dengan “tahun pajak” adalah tahun kalender, tetapi Wajib
Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12
(dua belas) bulan.

Subjek pajak orang pribadi dikatakan sebagai wajib pajak
orang pribadi apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
Syarat subjektif sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah orang
pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia
dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Selanjutnya, syarat objektif terpenuhi apabila orang pribadi
menerima atau memperoleh penghasilan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK.03/2017 dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi
meliputi:

1. Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Wajib pajak yang termasuk di sini adalah wajib pajak orang
pribadi karyawan atau pegawai yang memperoleh penghasilan
dari pekerjaan.

2. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
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bebas.

Secara umum penghasilan dari kegiatan usaha meliputi
penghasilan dari usaha industri, perdagangan, atau jasa.

Pekerjaan bebas sendiri mempunyai arti pekerjaan yang

dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus
sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat
oleh suatu hubungan kerja. Lebih lanjut dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bahwa pekerjaan

bebas antara lain terdiri dari:

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri
dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris,
PPAT, penilai, dan aktuaris.

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang
film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film,
foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan
penari; olahragawan.

c. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan

moderator.

Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

agen iklan.

Pengawas atau pengelola proyek.

Perantara.

Petugas penjaja barang dagangan.

agen asuransi.

Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel
marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan
kegiatan sejenis lainnya.

i T N W =

F. Tata Cara Pendaftaran NPWP Orang Pribadi

Subjek pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat

diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). Cara yang lebih mudah bisa dilakukan secara online
melalui e-registration di laman www.pajak.go.id.
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NPWP ini merupakan sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib
pajak. Identitas ini bersifat unik sehingga kepada setiap wajib pajak
hanya diberikan satu NPWP. Selain sebagai identitas, NPWP juga
berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
pengawasan administrasi perpajakan.

Sesuai UU PPh, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan
ekonomis yang berarti penghasilan atau kerugian dari seluruh
anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai
pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala
keluarga. Oleh karena itu, pada dasarnya satu NPWP berlaku untuk
satu keluarga. Meskipun begitu, untuk wanita kawin yang dikenai
pajak secara terpisah berdasarkan putusan hakim atau dikehendaki
secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan, wanita kawin tersebut dapat medaftarkan
NPWP atas namanya sendiri.

Jangka waktu pendaftaran bagi wajib pajak orang pribadi
adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir
bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak pada suatu
bulan yang disetahunkan sama dengan atau telah melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.

Adapun syarat-syarat pendaftaran NPWP untuk wajib pajak
orang pribadi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-04/PJ/2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. untuk Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berupa:

a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP; atau
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b. bagi Warga Negara Asing, yaitu:
1) fotokopi paspor; dan
2) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau
Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);

untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak

secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan

hakim, berupa fotokopi KTP;

untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara

terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan

perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya
terpisah dari suaminya, berupa:

a. fotokopi KTP;

b. fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan
Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal
suami merupakan subjek pajak luar negeri;

c. fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen
sejenisnya; dan

d. fotokopisurat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta,
atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan
kewajiban perpajakan suami;

untuk Wajib Pajak orang pribadi yang belum memenuhi
persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain
wanita kawin dan anak yang belum dewasa namun berkeinginan
mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, berupa
fotokopi KTP;

untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu atau orang

pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas selain di

tempat tinggalnya, berupa fotokopi Kartu NPWP orang pribadi.
untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dilampiri dengan
dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau
dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Pajak orang
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pribadi yang meninggal dunia;

b. dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil

Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, sebagai berikut:

1) fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal
warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu
ahli waris;

2) fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain
yang dipersamakan, dan fotokopi Kartu NPWP
pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belum
terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat; atau

3) fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus
harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak
yang mengurus harta peninggalan, dalam hal warisan
yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus
harta peninggalan.

npwp. KPP PRATAMA XXX

01.234.567.8-123.000

DANANJAYA 3674123456780001

[E734 =] JL.SETIA NO. 1 JURANGMANGU UTARA,
3 TANGERANG SELATAN, BANTEN

03-07-2002 dj p

Gambar 6. Kartu NPWP

Sesuai dengan PER-04/PJ/2020 dijelaskan bahwa wanita kawin

yang menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan suami tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk
memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri. Perlakuan yang sama
untuk anak yang belum dewasa yaitu anak yang belum berumur 18
tahun dan belum pernah menikah juga tidak dapat mendaftarkan
dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri.
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Dalam hal wanita kawin dan anak yang belum dewasa tersebut
memerlukan NPWP, maka penggunaan NPWP wanita kawin
menggunakan NPWP suaminya dan anak yang belum dewasa
menggunakan NPWP orang tuanya. Hal ini berdasarkan prinsip satu
kesatuan ekonomi dalam keluarga sebagaimana diatur dalam
Undang-undang PPh. Meskipun demikian, wanita kawin dan anak
yang belum dewasa dapat mengajukan permintaan pencetakan Kartu
NPWP dengan mencantumkan nama dirinya sendiri.

Materi Pengayaan
Pindai kode QR di bawah untuk menuju tautan.

Peraturan Terkait | Video Pembelajaran Latihan Soal
e B E Op0
g S g
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BAB Il
OBIJEK PAJAK PENGHASILAN

A. Pengertian Penghasilan

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur
bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa
pun.

Selanjutnya, pengertian penghasilan tidak dibatasi dengan
nama dan bentuknya. Hal ini dikenal dengan substansi mengungguli
bentuk (substanceover form). Penghasilan tidak terikat pada apa
yang tertulis pada pembukuan atau pencatatan yang disusun oleh
wajib pajak, tetapi lebih menekankan pada sifat atau hakikatnya.
Dengan kata lain, Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut
pengertian penghasilan dalam arti luas.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh,
dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis,
penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan
pekerjaan bebas, misalnya gaji, tunjangan, horarium, upah;
Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang
pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk
memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu
hubungan kerja, misalnya konsultan pajak, pengacara, praktek
dokter, notaris, akuntan, dan sebagainya.

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;

Penghasilan dari usaha adalah berupa laba usaha yang
diperoleh oleh wajib pajak yang menjalankan usaha.
Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan, misalnya
penyelenggaraan pertandingan tenis, pagelaran musik,

25



seminar, dan sejenisnya.

3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta
tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan
keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan
untuk usaha; dan

4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah,
keuntungan selisih kurs, selisih lebih revaluasi aktiva.

Lebih lanjut, penghasilan juga bisa dibedakan menjadi
penghasilan yang menjadi objek pajak dan bukan objek pajak.
Penghasilan yang menjadi objek pajak bisa dibedakan menjadi objek
pajak yang dikenakan dengan tarif umum dan tarif final. Untuk lebih
jelasnya Anda bisa melihat di diagram di bawah ini.

=

OBJEK PAJAK

BUKAN OBJEK
PAJAK

£

TIDAK DIGABUNGKAN
DENGAN PENGHASILAN

TIDAK FINAL
(TARIF

YANG DIKENAKAN

UMumM) TARIF UMUM

Gambar 7. Pembagian Jenis Penghasilan

B. Penghasilan Objek Pajak dengan Tarif Umum (Nonfinal)

Penghasilan yang menjadi objek pajak dengan tarif umum
diatur di Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu
antara lain sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,
tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun,
atau imbalan dalam bentuk lainnya.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan

26



Pw

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

penghargaan.

Laba usaha.

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang.

Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta.

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Keuntungan Selisih Kurs Mata Uang Asing.

Selisih Lebih Karena Penilaian Kembali Aktiva.

Premi Asuransi.

luran yang Diterima atau Diperoleh Perkumpulan Dari
Anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang Menjalankan
Usaha atau Pekerjaan Bebas.

Tambahan Kekayaan Neto yang Berasal dari Penghasilan yang
Belum Dikenakan Pajak.

Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Surplus Bank Indonesia.

C. Penghasilan Objek Pajak Bersifat Final

Penghasilan yang dikenakan PPh final berarti pengenaan

pajaknya sudah selesai (final) dan tidak ada penghitungan ulang di
akhir tahun. Selain itu, beberapa karakteristik penghasilan yang
dikenakan pajak bersifat final antara lain sebagai berikut:
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e Tarif pajaknya bersifat khusus.
e Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final pada akhir
tahun tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan
tarif umum.
e Mekanisme pelunasannya biasanya dipotong atau dipungut
oleh pihak lain. Namun hal pembayar penghasilan bukan
pemotong/pemungut, wajib pajak menyetor pajaknya sendiri.
e Pajak Penghasilan Final yang telah dipotong atau dipungut oleh
pihak lain, atau yang sudah dibayar sendiri pada akhir tahun
tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang
terutang yang dihitung dengan tarif umum.
e Biaya/pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang dikenakan bersifat final tidak
dapat dikurangkan.
e Wajib pajak tetap dikenakan pajak bersifat final, walaupun
mengalami rugi usaha.
Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dalam Undang-
undang PPh diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2c)
dan ayat (2d), Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22. Selain itu, terdapat
penghasilan istri yang dianggap sudah final berdasarkan Pasal 8 ayat
(1) Undang-undang PPh.
Berikut ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat
final.
1. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Berdasarkan Pasal 4 ayat
(2) dan Pasal 17 ayat (2c) dan ayat (2d) Undang-Undang PPh :
a) Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat
Bank Indonesia;

b)  Bunga Obligasi;

c)  Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN);

d) Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada
Anggota Koperasi Orang Pribadi;

e) Hadiah Undian;

f) Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa
Efek;

g) Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi
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Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pd
Perusahaan Pasangan Usahanya;

h)  Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

i) Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

j) Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

k)  Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

) Penghasilan WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
berupa Uplift atau Imbalan lain yang sejenis;

m)  Penghasilan WP KKKS dari Pengalihan Interest;

n)  Dividen yang diterima oleh WP Orang Pribadi Dalam
Negeri.

Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Berdasarkan Pasal 15

Undang-Undang PPh

a)  Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;

b)  Penghasilan Perusahan Pelayaran dan/atau
Penerbangan Luar Negeri;

c)  Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang
di Indonesia dari penyerahan barang di Indonesia;

d) Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan
Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing)
Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-anak (ada
hubungan istimewa dengan pengguna jasa).

Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Berdasarkan Pasal 19

Undang-Undang PPh Penghasilan Berupa Selisih Lebih

Revaluasi Aktiva Tetap.

Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Berdasarkan Pasal 21

Undang-Undang PPh

a) Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari
Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus;

b)  Honorarium dan Imbalan lain yang Diterima Pegawai
Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri.

Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Berdasarkan Pasal 22
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Undang-Undang PPh adalah penjualan BBM dan BBG oleh
produsen atau importir kepada penyalur/agen.

6. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Berdasarkan Pasal 8 ayat
(1) Undang-Undang PPh
Penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh
dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan
pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau
pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

D. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh. Berikut ini
adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang diatur
dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh:

1. Bantuan atau sumbangan dan hibah.

Bantuan atau sumbangan dan hibah yang dikecualikan dari

Objek Pajak adalah:

a) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima
oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang
diterima oleh penerima zakat yang berhak atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk
agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2009;

b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan atau
badan pendidikan,badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan.
Warisan.
Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasayang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang
diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan
pajak secara final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pasal 15
Undang-Undang Pajak Penghasilan atau norma penghitungan
khusus (deemed profit).
Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi,
badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
b) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen
paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
luran yang diterima atau yang diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang
tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-
saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk
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pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang
didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dengan syarat badan pasangan tersebut merupakan perusahaan
mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam
sektor-sektor usaha yang yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan, dan sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga
nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang
penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada
instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam
bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau
penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama
4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

13. Bantuan atau santunan vyang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu,
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Materi Pengayaan
Pindai kode QR di bawah untuk menuju tautan.

Peraturan Terkait | Video Pembelajaran Latihan Soal
S5 =] Sz =] [z =]
R S R
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BAB IV
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DAN
PEMAJAKAN ATAS KELUARGA

Setelah mengetahui subjek dan objek pajak penghasilan,
maka selanjutnya Anda perlu mengetahui dasar pengenaan pajak.
Dasar pengenaan pajak untuk penghasilan yang merupakan objek
pajak tidak final adalah penghasilan kena pajak. Selanjutnya, PPh
terutang dalam satu tahun pajak dihitung dengan mengalikan
penghasilan kena pajak dan tarif umum pasal 17.

Penghasilan kena pajak dapat dihitung dengan tahapan sebagai
berikut.
1. Menghitung penghasilan neto

Penghasilan neto fiskal dihitung dengan cara penghasilan bruto

objek pajak tidak final dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh

dikurangkan.
2. Menghitung penghasilan kena pajak

e Jika terdapat sisa kerugian yang boleh dikompensasikan,
sisa kerugian tersebut dikurangkan dari penghasilan neto

e Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri diberikan
pengurang berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

e Pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan
kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah juga boleh dikurangkan

Setelah penghasilan kena pajak diketahui, Pajak Penghasilan
terutang dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dan
tarif umum Pasal 17 Undang-Undang PPh.

A. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan biaya yang sifatnya
fiktif yang mencerminkan subjektivitas Pajak Penghasilan. Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai berlaku pada Tahun Pajak
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2016 adalah sebagai berikut.

Status PTKP
Wajib Pajak orang pribadi Rp 54.000.00000
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 4.500.00000
tambahan untuk seorang isteri vyang | Rp 54.000.00000
penghasilannya digabung dengan

penghasilan suami
tambahan untuk setiap anggota keluarga | Rp 4.500.00000
sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, secara
vertikal ke bawah, misalnya anak kandung, sedangkan vertikal ke
atas, misalnya orang tua. Anggota keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus, secara vertikal ke bawah, misalnya anak tiri,
sedangkan vertikal ke atas adalah mertua dari wajib pajak.

Selanjutnya, pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya
menurut Undang- Undang PPh berdasarkan keadaan yang dapat
terlihat dari keadaan yang nyata yaitu
a. tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak;

b. nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri;
c. tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau
oleh orang tuanya sendiri.

Penerapan ketentuan mengenai PTKP berdasarkan keadaan
wajib pajak pada awal tahun pajak (tanggal 1 Januari) atau awal
bagian tahun pajak, jika menjadi subjek pajak dalam negeri tidak
dari awal tahun.

Status PTKP berdasarkan keadaan wajib pajak adalah sebagai berikut:

TK/.. : tidak kawin, ditambah dengan banyaknya
tanggungan yang berhak mendapatkan PTKP
K/ .. . kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan

yang berhak mendapatkan PTKP
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K/1/.. : kawin, penghasilan istri digabung dengan
penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya
tanggungan yang berhak mendapatkan PTKP

PH . kawin, kondisi pisah harta dan penghasilan
HB/.. : kawin, kondisi hidup berpisah, ditambah dengan
banyaknya tanggungan yang berhak mendapatkan
PTKP
Contoh 1

Tuan Supardi adalah seorang PNS, mempunyai seorang istri dan
mempunyai anggota keluarga sebagai berikut

No Nama Tgl Lahir Hub. Keluarga | Keterangan
1. | Sarah 11-04-1985 | Istri Ibu rumah
2. | Nela 23-03-2008 | Anak kandung tangga
3. | Sakiyem 08-02-1960 | Mertua Pelajar

Bagaimana status dan besarnya PTKP Tuan Supardi pada tahun pajak
2019?

Pada awal tahun 2019, status Tuan Supardi kawin, jumlah
tanggungan 2, sehingga status PTKP K/2. Besarnya PTKP adalah
sebagai berikut.

Untuk diri WPOP Rp 54.000.000
Status kawin Rp 4.500.000
Tanggungan 2 orang 2 x Rp 4.500.000 Rp_9.000.000
Besarnya PTKP (K/2) Rp 67.500.000
Contoh 2

Tuan Leo adalah seorang karyawan swasta, mempunyai seorang istri
dan mempunyai anggota keluarga sebagai berikut

No Nama Tgl Lahir Hub. Keluarga Keterangan
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1. | Carol 11-04-1987 | Istri Notaris
2. | Laila 23-03-2012 | Anak kandung Pelajar
3. | Maryam 11-07-2019 | Anak kandung Balita
4, | Betty 08-02-1965 | Mertua Pensiunan

Bagaimana status dan besarnya PTKP Tuan Leo pada tahun pajak
2020?

Pada awal tahun 2020, status Tuan Leo kawin, penghasilan istri
digabung dengan penghasilan suami, jumlah tanggungan 1, sehingga
status PTKP adalah K/I/1.

Maryam baru lahir pada tanggal 11 Juli 2020 sehingga pada awal
tahun belum menjadi tanggungan. Sedangkan, Betty tidak menjadi
tanggungan sepenuhnya karena punya penghasilan berupa uang
pensiun.

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

Untuk diri WPOP Rp 54.000.000
Status kawin Rp 4.500.000
Penghasilan istri digabung Rp 54.000.000
Tanggungan 1 orang 1 x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000
Besarnya PTKP (K/1/1) Rp 117.000.000

B. Kondisi Khusus Pemajakan Keluarga

Pasal 8 ayat (1) dan (4) Undang-Undang PPh menjelaskan
bahwa pada dasarnya keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis,
penghasilan suami, istri, dan anak yang belum dewasa merupakan
satu kesatuan dan yang bertanggung jawab atas pemenuhan
kewajiban perpajakan adalah kepala keluarga. Keadaan vyang
menentukan adalah keadaan pada awal tahun, yaitu tanggal 1
Januari. Jika pada awal tahun wanita sudah kawin maka penghasilan
atau kerugian wanita tersebut digabungkan dengan penghasilan
atau kerugian suami.

Selanjutnya, pasal 8 Undang-Undang PPh juga mengatur hal-
hal yang menyimpang dari kondisi umum, yaitu
1. Istri yang memperoleh atau menerima penghasilan semata-
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mata dari satu pemberi kerja.

Penghasilan istri yang diperoleh atau diterima dari satu
pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Pasal 21 dianggap
sudah dikenakan pajak bersifat final dengan ketentuan sebagai
berikut

penghasilan tersebut semata-mata dari satu pemberi kerja;
pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha
atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Sehingga atas penghasilan istri tersebut tidak digabung dengan
penghasilan suaminya.
Penghasilan suami dan istri dikenai pajak secara terpisah dalam

hal :

Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan
hakim.

Dalam kondisi ini penghitungan penghasilan kena pajak
dan pengenaan pajaknya sendiri-sendiri. Masing-masing
suami dan istri diberikan PTKP dengan status tidak kawin,
dengan jumlah tanggungan berdasarkan keadaan
sebenarnya, maksimal 3 orang.

Suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan secara tertulis.

Dalam kondisi ini penghitungan penghasilan kena pajak
berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami dan
istri, kemudian dikurangi PTKP status kawin, penghasilan
istri digabung dengan penghasilan suami, dan jumlah
tanggungan maksimal tiga orang.

Istri  yang memilih untuk menjalankan hak dan
kewajiban perpajakannya sendiri

Dalam kondisi ini perlakuan perpajakannya sama dengan
kondisi suami istri yang mengadakan perjanjian pisah
harta dan perjanjian secara tertulis. Dalam penghitungan
penghasilan kena pajak berdasarkan penjumlahan
penghasilan neto suami dan istri, kemudian dikurangi
PTKP status kawin, penghasilan istri digabung dengan
penghasilan suami, dan jumlah tanggungan maksimal tiga
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orang.

Contoh 1
Penghasilan Suami Istri Dikenai Pajak Secara Terpisah.

Tn. Afuk dan Ny. Titin adalah suami isteri, dan Ny. Titin menghendaki
melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Tn. Afuk
mempunyai 2 orang anak yang menjadi tanggungannya. Penghasilan
neto Tn. Afuk selama tahun 2020 sebesar Rp151.000.000 dan
penghasilan Ny. Titin sebesar Rp185.000.000.

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang keluarga tersebut adalah
sebagai berikut:

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

Untuk diri WPOP Rp 54.000.000
Status kawin Rp 4.500.000
Penghasilan istri digabung Rp 54.000.000
Tanggungan 2 orang 2 x Rp 4.500.000 Rp_9.000.000
Besarnya Rp 121.500.000
Penghasilan neto Tn. Afuk Rp 151.000.000
Penghasilan neto Ny. Titin Rp 185.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp 336.000.000
PTKP (K/1/2) Rp 121.500.000 -/-
Penghasilan Kena Pajak Rp 214.500.000
PPh terutang Rp 27.175.000
PPh terutang olen Tn. Afuk Rp 12.212.574
151.000.000/336.000.000 x Rp27.175.000
PPh terutang oleh Ny. Titin Rp 14.962.426

185.000.000/336.000.000 x Rp27.175.000

Keterangan:

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang untuk suami istri yang
melakukan pisah harta secara tertulis adalah sama dengan
penghitungan di atas.
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Contoh 2
Penghasilan Anak yang Belum Dewasa.

Tn. Hufan adalah seorang pedagang elektronik dengan penghasilan
neto sebesar Rp300.000.000 dalam setahun. Tn. Hufan memiliki
seorang istri yang tidak bekerja dan 2 anak, Radit dan Bintang. Radit
meskipun masih berumur 10 tahun tetapi telah mendapatkan
penghasilan sebagai youtuber dengan penghasilan sebesar
Rp100.000.000 dalam setahun. Sedangkan Bintang masih berumur 3
tahun.

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang keluarga tersebut adalah
sebagai berikut:

Besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

Untuk diri WPOP Rp 54.000.000
Status kawin Rp 4.500.000
Tanggungan 2 orang 2 x Rp 4.500.000 Rp_9.000.000
Besarnya Rp 67.500.000
Penghasilan neto Tn. Hufan Rp 300.000.000
Penghasilan neto Radit Rp 100.000.000
Jumlah penghasilan neto Rp 400.000.000
PTKP (K/2) Rp_67.500.000 -/-
Penghasilan Kena Pajak Rp 332.500.000
Keterangan:

Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan orang
tuanya.

Materi Pengayaan
Pindai kode QR di bawah untuk menuju tautan.

Peraturan Terkait | Video Pembelajaran Latihan Soal
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BAB V
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

Pada bagian ini Anda diajak untuk mempelajari tata cara

penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan wajib pajak orang
pribadi. Untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan tarif
umum, dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu

a.
b.
C.

A.

menghitung penghasilan neto
menghitung penghasilan kena pajak
menghitung Pajak Penghasilan terutang.

Penghitungan Penghasilan Neto
Penghasilan neto dihitung dengan mengurangkan biaya-biaya

yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang merupakan
objek pajak tidak final.

Contoh :
Toko Maju Mapan (5758) melakukan usaha perdagangan. Tahun
2020 memiliki transaksi sebagai berikut

Penjualan sebesar Rp70 miliar

Harga pokok penjualan sebesar Rp 36 miliar

Beban gaji sebesar Rp8 miliar, dengan perincian Rp500 juta
untuk gaji sekutu firma, beras yang diberikan kepada pegawai
Rp300 juta

Beban piutang ragu-ragu sebesar Rp500 juta

Beban perawatan mobil pemegang saham sebesar Rp200 juta
Beban pemeliharaan truk Rp800 juta dan mobil dinas direktur
Rp600 juta

Beban administrasi sebesar Rp4 miliar

Beban pemasaran sebesar Rp1 miliar

Penyediaan makan dan minum karyawan sebesar Rp900 juta
Sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan
bermotor sebesar Rp65 juta
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e Menerima dividen Rp200 juta dari PT Angkasa (kepemilikan
35%), dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp30 juta

e Menerima pendapatan bunga deposito sebesar Rpl100 juta,
dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp20 juta

Penghasilan neto fiskal tahun pajak 2020 dapat dihitung sebagai
berikut :

Penghasilan bruto yang merupakan objek pajak tidak final

Penjualan 70.000.000.000

Dividen 200.000.000

Jumlah penghasilan bruto 70.200.000.000
Biaya-biaya yang bisa dikurangkan

Harga pokok penjualan 36.000.000.000

Beban gaji 7.200.000.000

Beban pemeliharaan truk 800.000.000

Beban pemeliharaan mobil dinas 300.000.000

Beban administrasi 4.000.000.000

Beban pemasaran 1.000.000.000

Biaya makan minum karyawan 900.000.000

Jumlah biaya yang bisa dikurangkan 50.200.000.000
Penghasilan neto fiskal 20.000.000.000

Dalam praktiknya, untuk menghitung penghasilan neto fiskal,
wajib pajak menggunakan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal wajib
dilakukan oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan,
baik orang pribadi atau badan. Meskipun begitu, bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi yang jumlah peredaran brutonya dalam setahun tidak
melebihi Rp 4,8 miliar diperkenankan menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto.
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Gambar 8. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal mengenal adanya koreksi positif dan
koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan
jumlah laba fiskal meningkat sedangkan koreksi negatif adalah
koreksi yang menyebabkan jumlah laba fiskal menurun. Secara
umum koreksi positif terjadi apabila ada biaya yang menurut
laporan keuangan komersial bisa dikurangkan tetapi menurut pajak
tidak bisa dikurangkan (non-deductible), sedangkan koreksi negatif
terjadi ketika ada penghasilan yang bukan objek pajak atau
penghasilan yang dikenakan PPh final. Untuk lebih jelasnya bisa
dilihat di gambar di atas.

B. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang PPh menyatakan bahwa
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang
dari Rp4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan
syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam
jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang
bersangkutan. Jika dalam jangka waktu tiga bulan tersebut tidak
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak
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tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Wajib
Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan
pencatatan.

WP OP MENJALANKAN
USAHA/PEKEI}JAAN BEBAS

Ya Peredaran Tidak
Usaha > 4,8M?
Usaha atau
Pered. Bebas?
Pekerjaan Bebas Usaha
v
Ya Memilih PP 23/2018
Pembukuan ‘ pembukuan?
| Tidak Dikenai PPh Final 0,5%
7 5 dari peredaran bruto
Penghasilan neto ditentukan Pencatatan setiap bulan
dari pembukuan secara
komersial dan disgsuankan Ph neto berdasarkan Rekapitulasi peredaran
dengan koreksi fiskal Norma Penghitungan usaha dan PPh Final
Penghasilan Neto dimasukkan ke 1770-lll
Pemberitahukan ke Apabila tidak ada
DJP dalam jw 3 bulan penghasilan lain,
pertama dari tahun pajak SPT Tahunan status Nihil

Gambar 9. Kriteria WP OP Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018 yang mulai berlaku 1 Juli 2018, wajib pajak orang pribadi
dan badan yang melakukan usaha dengan peredaran bruto tidak
lebih Rp 4,8 miliar setahun, dikenakan Pajak Penghasilan final
sebesar0,5% dari peredaran usaha setiap bulan, kecuali penghasilan
dari usaha sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dengan demikian,
sejak 1 Juli 2018, yang dapat menggunakan NPPN adalah orang
pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan peredaran usaha
tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun. Skema pemajakan bisa dilihat
di grafik tersebut di atas.

Penggunaan NPPN ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ./2015 tentang Norma
Penghitungan Penghasilan Neto. Besarnya Norma Penghitungan
Penghasilan Neto dikelompokkan menurut jenis usaha dan menurut
wilayah. Wilayah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu
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e 10 ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta,
Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar,
dan Pontianak

e ibukota provinsi lainnya

e daerah lainnya

Bagi Wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha
atau pekerjaan bebas, penghasilan neto dihitung terhadap masing-
masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan
wilayah. Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara
mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan
Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun.

Contoh 1

Nona Mega melakukan pekerjaan bebas sebagai seorang pengacara
di kota Bandung. Pada tahun 2020 berdasarkan pencatatan, Nona
Mega menerima penghasilan bruto sebesar Rp2.000.000.000.
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak di atas, NPPN untuk pekerjaan
bebas pengacara dengan lokasi Kota Bandung adalah 51%.

Dengan demikian, besarnya penghasilan neto nona Mega tahun pajak
2020 adalah Rp2.000.000.000 X 51% = Rp 1.020.000.000.

Contoh 2

Tuan Boy melakukan pekerjaan bebas sebagai seorang dokter di
Jakarta. Selain pekerjaan bebas tersebut Tuan Boy juga menjual alat-
alat medis. Pada tahun 2020 berdasarkan pencatatan, Tuan Boy
menerima  penghasilan bruto pekerjaan dokter sebesar
Rp2.500.000.000 dan penjualan alat medis sebesar Rp750.000.000.
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak di atas, NPPN untuk pekerjaan
bebas dokter di Jakarta adalah 50%.

Dengan demikian, besarnya penghasilan neto Tuan Boy tahun pajak
2020 adalah Rp2.500.000.000 x 50% = Rp 1.250.000.000.

Untuk penghasilan dari penjualan alat-alat medis dikenakan Pajak
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Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018 yaitu sebesar 0,5% x Rp750.000.000 = Rp3.750.000.

C. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan,
kerugian yang diderita dalam suatu tahun pajak bisa
dikompensasikan dengan penghasilan yang diperoleh mulai tahun
berikutnya sampai lima tahun. Sedangkan wajib pajak yang
menggunakan NPPN selalu menghasilkan penghasilan neto yang
positif, sehingga tidak bisa melakukan kompensasi kerugian.

Khusus bagi orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri,
diberikan pengurang berupa PTKP. Dari contoh di atas, penghasilan
neto Tuan Boy tahun pajak 2019 adalah Rp1.250.000.000. Jika status
PTKP Tuan Boy adalah K/3, besarnya PTKP adalah Rp72.000.000,
sehingga penghasilan kena pajak menjadi

Penghasilan neto fiskal Rp 1.250.000.000
PTKP (K/3) (Rp_72.000.000)
Penghasilan kena pajak Rp 1.178.000.000

Selain itu, pembayaran zakat atau sumbangan wajib
keagamaan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah juga boleh dikurangkan.

D. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penghitungan
PPh terutang
Tarif umum bagi wajib pajak orang pribadi diatur pada pasal
17 ayat (1) Undang-Undang PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tarif Pasal 17 WP Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50 juta 5%
Di atas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 15%
Di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta 25%
Di atas Rp 500 juta 30%
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Dari contoh di atas, penghasilan kena pajak Tuan Boy tahun pajak
2019 adalah Rp1.178.000.000, sehingga besarnya Pajak Penghasilan
terutang:

- 50.000.000 x 5% = Rp 2.500.000
- 200.000.000 x 15% = Rp 30.000.000
- 250.000.000 x 25% = Rp 62.500.000
- 678.00.000 x 30% = Rp 203.400.000

Pajak Penghasilan terutang Rp 298.400.000
E. Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan

Pasal 20 Undang-Undang PPh menyatakan bahwa pajak yang
diperkirakan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh wajib
pajak dalam tahun berjalan melalui:

e pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, yang
meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23

e pembayaran sendiri oleh wajib pajak, dikenal dengan PPh Pasal
25.

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran
pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara
mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk
tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan tersebut
dikenakan pajak bersifat final. Ada beberapa jenis penghasilan yang
dikenakan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 22 yang bersifat final,
sehingga pada akhir tahun tidak bisa dikreditkan.

1. PPhPasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak
dalam negeri.

2. PPhPasal 22
PPh Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh bendahara dan
badan tertentu yang ditunjuk berkenaan dengan pembayaran atas
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penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor/ekspor atau
kegiatan usaha di bidang lain.

3. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan
yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan
penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

4. PPh Pasal 24

Prinsip pemajakan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri adalah
worldwide income yang berarti pajak penghasilan dikenakan atas
semua penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari
Indonesia maupun luar negeri. Atas penghasilan yang diperoleh dari
luar negeri, biasanya juga dikenakan pajak oleh negara tempat
penghasilan tersebut diperoleh. Hal ini akan menimbulkan pajak
berganda.

Untuk mengurangi dampak pajak berganda tersebut, Pasal 24
Undang- Undang PPh mengatur bahwa pajak yang dibayar atau
terutang di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh atau
diterima dari luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang
terutang pada akhir tahun. Namun, besarnya kredit pajak tersebut
tidak boleh melebihi penghitungan pajak terutang menurut
Undang- Undang PPh. Hal ini dikenal dengan metode kredit terbatas
(ordinary credit method/limited credit method).

5. PPh Pasal 25
Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah
sebesar PPh terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang
lalu dikurangi dengan:
a. Pajak Penghasilan yang dipotong dan dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23; dan
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri
yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24,dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
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Contoh :

Tuan Suntoro (K/2) memiliki usaha bengkel. Pada tahun 2019
melaporkan peredaran bruto Rp5 miliar. Pada tahun pajak 20209
memiliki peredaran bruto Rp6 miliar dan penghasilan neto
Rp537.000.000.

Besar angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2021 dihitung sebagai
berikut:

Penghasilan neto Rp 537.000.000
PTKP (K/2) (Rp_67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak Rp 469.500.000
PPh terutang

50.000.000x 5% = 2.500.000

200.000.000 x 15% = 30.000.000

219.500.000 x 25% = 54.875.000 Rp 87.375.000
Kredit Pajak :
PPh Ps.21 Rp 5.000.000
PPh Ps.22 Rp 10.000.000
PPh Ps.23 Rp 2.500.000
PPh Ps.24 Rp 7.500.000 Rp 25.000.000
PPh yang harus dibayar sendiri Rp 62.375.000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan
untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp5.197.917 atau 62.375.000 : 12.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak
orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya.
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Waijib
Pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan
sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sama dengan
besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Contoh Tuan Suntoro menyampaikan SPT Tahunan PPh pada
tanggal 15 Maret 2020. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan
Desember 2019 adalah Rp1.800.000. Maka besarnya angsuran PPh
Pasal 25 Tuan Suntoro untuk bulan Januari dan Februari 2020 adalah
sebesar Rp1.800.000.
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F. Perhitungan Pajak pada Akhir Tahun

Perhitungan pajak pada akhir tahun dilakukan dengan
menghitung PPh terutang dikurangi dengan PPh yang sudah
dipotong/dipungut oleh pihak lain dan angsuran PPh Pasal 25 yang
sudah dibayar sendiri.Selanjutnya, jika terdapat kurang bayar,
kekurangan tersebut dikenal dengan PPh Pasal 29 dan harus disetor
sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Jika terdapat lebih bayar,
kelebihan tersebut dikenal dengan PPh Pasal 28A, bisa dilakukan
permohonan restitusi atau dikompensasikan untuk pembayaran
pajak lainnya.

Contoh:

Tuan Dedi Lesmana (K/2) memiliki pekerjaan bebas sebagai
konsultan pajak di Jakarta. Pada tahun 2018 melaporkan peredaran
bruto Rp 1,5 miliar. Pada awal tahun 2019 telah menyampaikan
pemberitahuan untuk menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto. Pada tahun 2019 memiliki peredaran bruto Rp 2,5
miliar dengan persentase norma 50%.

Penghasilan neto
Rp1.250.000.000

PTKP (K/2) Rp_(67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak Rp1.182.500.000
PPh terutang

50.000.000 x 5% Rp 2.500.000

200.000.000 x 15% Rp30.000.000
250.000.000 x 25% Rp62.500.000
682.500.000 x 30% Rp204.750.000 Rp 299.750.000

Kredit Pajak :

PPh yang dipotong/ dipungut/ Kredit Pajak LN

PPh Pasal 21  Rp. 15.000.000

PPh Pasal 22  Rp 10.000.000

PPh Pasal23 Rp 2.500.000

PPh Pasal24 Rp 7.500.000 (Rp 35.000.000)
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PPh yang harus dibayar sendiri Rp 264.750.000

PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri (Rp 48.000.000)
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) Rp 216.750.000

PPh kurang bayar tersebut harus disetor sendiri oleh Tuan Dedi
Lesmana sebelum SPT Tahunan disampaikan.

G. Pelaporan PPh Dalam SPT Tahunan PPh
Pemungutan Pajak Penghasilan menggunakan sistem self-
assessment dan sistem withholding. Dalam sistem self-assessment,
wajib pajak  menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan pajaknya sendiri. Pelaporan Pajak Penghasilan pada akhir
tahun dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan PPh bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga
tahun pajak berikutnya, sedangkan bagi Wajib Pajak badan adalah
akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2010
sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2017, bentuk formulir SPT Tahunan PPh
untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah
e SPT1770SS
SPT 1770 SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang
mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan
bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60
juta setahun.

e SPT1770S
SPT 1770 S digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang
mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan
bebas dengan jumlah penghasilan bruto mencapai Rp 60 juta
setahun.

e SPT1770
Waijib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari
usaha/pekerjaan bebas, baik yang menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan, melaporkan pembayaran dan
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penghitungan Pajak Penghasilan tahunan menggunakan
formulir SPT 1770.

Selanjutnya, batas waktu penyampaian SPT PPh orang
pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun
Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan
adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau
memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP).

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan
SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh
disampaikan.

Lebih lanjut, yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan
SPT Masa PPh Pasal 25 atau angsuran bulanan PPh orang pribadi
adalah:

e WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan
pekerjan bebas.

e WP OP vyang dalam satu tahun Pajak menerima atau
memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada
WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT
Tahunan).

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa WP orang pribadi
karyawan yang menggunakan SPT 1770 S dan SPT 1770 SS tidak
perlu menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 atau angsuran masa,
berbeda dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha
atau pekerjaan bebas.
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Materi Pengayaan
Pindai kode QR di bawah untuk menuju tautan.

Peraturan Terkait | Video Pembelajaran Latihan Soal

=i [l Opzi0 Ofg0
EEE i e
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BAB VI

STUDI KASUS PENGHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang

tata cara pengisian SPT Tahunan PPh, maka dapat dijabarkan dalam
studi kasus per jenis SPT Tahunan sebagaimana di bawah ini.

A. Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS
Contoh:
Saskia (NPWP: 07.123.456.7-501.000) adalah seorang pegawai di

Mahadewi sejak tahun 2017. Belum menikah namun

menanggung biaya hidup ibunya yang merupakan pensiunan

guru.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1) Saskia dari PT

Mahadewi Tahun 2019:

PT

a.

S@m oo

Penghasilan Bruto

Biaya Jabatan Rp 2.950.000
luran pensiun Rp  150.000
Jumlah

Pengurangan

Jumlah Penghasilan Neto

PTKP

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 terutang dan dipotong

Rp 59.500.000

Rp 3.100.000
Rp 56.400.000
Rp 54.000.000
Rp 2.400.000
Rp  120.000

Menerima penghasilan berupa bunga Tabungan dari Bank Mandiri
sebesar Rp300.000.

Daftar Harta tahun 2019

a.
b.

Sepeda Motor Rp
Laptop Rp
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c.  Smartphone Rp 3.000.000
Jumlah Rp 29.000.000
Berdasarkan data-data tersebut di atas, pengisian SPT 1770 SS a.n.
Saskia untuk tahun pajak 2019 adalah sebagaimana dijelaskan di
bawah ini.

Pembahasan:

Saskia menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dengan
jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60 juta dalam setahun
sehingga Saskia bisa menggunakan SPT Tahunan 1770 SS.
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KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

-
e 2]0[1[9| wnmnm

1770 SS

PERHATIAN :

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN

8 SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNAUK PENGISIAN

DISIOLEH PETUGAS KPP

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARCODE DITEMPEL DISINI

™ S| DENGAN HURUF CETAKIDIKETIK DENGAN TINTA HITAM

w cvrmrros [ oo | wor [ JSPTPEMBETULANKE oz -
FORMULIR IN| DI BAGI WP ORANG PRIBADI BERP AN DARI SELAIN USAHA DANIATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

<
9%
£ £ NPwP 101 : 07.123.456.7 - 501 - 0
S
8 3 NAVAWAIBPAMK 102 SASKIA
Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal
A_PAJAK PENGHASILAN
1| Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya 59.500.000 ‘
2 | Pengurangan

(Disijumlah pengurangan dari Formulr 1721-A1 angka 11 atau 1721-A2 angka 14) 3.100.000
3 | Penghasilan Tidak Kena Pajak Wmlzl AN ml:l W %l:l BA o 54.000.000 ‘

(Diisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 15 atau 1721-A2 angka 18)
4 | Penghasian Kena Pajak (1-2-3) Em 2.400.000 ‘
5 | Pajak Penghasilan Terutang EA o 120.000 ‘
6 | Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain BA o 120.000 ‘
7 a0 [ | Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri . j ‘

w11 []  Pajak Penghasian yang Lebih Dipotong
B PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK
8 | Dasar Peng i Bruto Pajak Final B o 300.000 ‘
9 | Pajak Penghasilan Final Terutang anz 60.000 ‘
10 | Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak n 50y - ‘
CDAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN
11 | Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak Ecm 29.000.000 ‘
12 | Jumiah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak @c nz ‘
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.
P.01 31 - 3 - 2020 TTD
dd mm wyy
ANoR TG

. pat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Walib Pajak harus melampirkan asii SSP lembar ke-3
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B. Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan (SPT
1770)
Contoh:
Efendi adalah seorang Direktur dan telah menjadi Wajib Pajak
sejak tahun 2008. NPWP 06.001.321.9.012.000, alamat JI. Hang
Tuah No.7 Jakarta Selatan. Penghasilan sepanjang tahun 2018
adalah sebagai berikut:

a.

Berdasarkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 berupa formulir
1721-A1, penghasilan neto setahun Rp231.445.200 sebagai
Direktur keuangan pada PT. Abdi Negara, NPWP 02.987.654.3-
001.000, dan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebesar
Rp18.916.750 dengan nomor 01.21.18 tanggal 30 Desember
2018.

Penghasilan royalti dari PT Gramed, NPWP: 02.456.789.0-
011.000 sebesar Rp12.670.000. PPh Pasal 23 yang telah
dipotong sebesar Rp1.900.500 dengan nomor 001.23.18
tanggal 11 Juli 2018.

Penghasilan sewa bangunan dari CV. Teras Belakang sebesar
Rp4.000.000. PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong sebesar
Rp400.000.

Berdasarkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 berupa formulir
1721-A1, penghasilan neto istri setahun sebagai pegawai pada
PT. Metalindo sebesar Rp223.252.800 PPh pasal 21 yang telah
dipotong sebesar Rp20.387.500.

Penghasilan Efendi dari menyewakan kendaraan kepada
Koperasi Prima, NPWP 02.111.222.3-014.000 sebesar
Rp5.250.000. PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh Koperasi
Prima dengan nomor 007.23.18 tanggal 24 September 2018
sebesar Rp105.000.

Keterangan:

1.

2.

Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan
menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2018
pada tanggal 31 Maret 2019.

Efendi membayar zakat sebesar Rp5.000.000.
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Pajak

-pajak:

1. PPh Pasal 25 yang telah disetor sebesar Rp11.000.000.
2. Sebagian dari PPh Pasal 25 belum disetor sehingga diterbitkan
STP PPh Pasal 25 dengan pokok pajak Rp1.000.000 dan sanksi

administrasi Rp60.000.

Daftar aktiva

No Jenis Aktiva Tahun Perolehan Nilai

1 Rumah 2007 350.000.000

2 Kendaraan 2009 105.000.000

3 Tanah 2012 190.000.000

4 Saham 2013 80.000.000
Daftar Kewajiban

No Jenis Kewajiban Tahun Nilai

Peminjaman
1 Hutang Bank 2016 210.000.000
Thoyib

Daftar Susunan Anggota Keluarga

No Nama Tgl Lahir Hubungan Pekerjaan

1 Siti Aminah 10-08-1984 Istri Karyawan

2 Anissa Efendi 08-02-2008 | Anak | Pelajar

3 Hamzah Efendi 06-11-2011 | Anakll Pelajar
Pertanyaan:

1. Hitung berapa PPh kurang (lebih) bayar tahun pajak 2018!
2. Berapa PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya?
3. Isikan ke dalam SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir

1770 S tahun pajak 2018!

Pembahasan
1.  Penghitungan PPh Kurang (Lebih) Bayar Efendi Tahun 2018
Penghasilan neto dari pekerjaan
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Penghasilan neto lainnya

a. Royalti 12.670.000

b. Sewa kendaraan 5.250.000 17.920.000
Jumlah penghasilan neto 249.365.200
Zakat 5.000.000
Penghasilan neto setelah zakat 244.365.200
PTKP (K/2) 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak 176.865.000
PPh terutang 21.529.750

5% x Rp50.000.000
15% x Rp126.865.000
Kredit Pajak

a. PPh Pasal 21 18.916.750
b. PPh Pasal 23 royalti 1.900.500
c. PPh Pasal 23 sewa 105.000 20.922.250
Pajak Yang Masih Harus Dibayar 607.500
Sendiri
a. PPh Pasal 25 11.000.000
b. STP PPh Pasal 25 (pokok) 1.000.000 12.000.000
PPh Lebih Bayar 11.392.500
2. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019
= Rp607.500 / 12
= Rp50.625
Keterangan

Penghasilan istri tidak digabung karena semata-semata berasal
dari satu pemberi kerja

Zakat bisa dikurangkan dari penghasilan neto sesuai dengan
Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan.
Penghasilan dari sewa bangunan telah dikenakan PPh final
sehingga tidak digabung dengan penghasilan yang dikenakan
tarif umum.
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SPT TAHUNAN
4
3 1 770 S PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
H BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :
o KEMENTERIAN KEUANGAN RI ® DARISATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; g DSPT PEMBETULAN KE - ...
% DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | e DALAM NEGERI LANNYA; DAN/ATAU 2
© YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.
PERHATIAN +  SESELUMMENGISIBACA OAHULUPETUNIUKPENGISAN  » I5IDENGAN HURLF CETAK DKETIK DENGANTINTA AN o BERI TANOA™X" PADA] | (KOTAK PILIAN] YANG SESUAI
NPwP ol lol1]2] lololo]
NAMA WAJB PAJAK ““‘i“““
PEKERJAAN i‘i‘i‘i‘ii‘nui‘i‘i‘i
g T I 1 I T T T 1
E NO. TELEPON | ‘ NO.FAKS | ‘ [ ‘ ‘ | ‘ | ‘ | ‘ |
£ ! | | | ! ! ! ]
g STATUS KEWAJIBAN
= PERPAJAKAN SUAMHSTERI
NPWP ISTERI/ SUAMI HNEREEEREEE
data di ikan terpisah dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir
Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3) RUPIAH *)
1 PENGHASILAN NETO DALAM DENGAN 1
[Disi akumulasi jumiah penghesilan neto pada setiap Formulr 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dlampirkan atau Bukli Potong Lain] 231.445.200
o 2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERILANNYA 2
o [Diii sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian A ] 17.920.000
§ 3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI 3
2 [Apabia memiiki penghasian darluar neger agar disi dari Lampiran Tersendir, ihat petunik pengisian] -
; 4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) 4
2 249.365.200
&
&
5 ZAKATISUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SFATNYA WAJB 5
< 5.000.000
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT, 6
YANG SIFATNYA WAJB (4-5) 244.365.200
z — —
3% |7 eenomsuawtoackeneanc | w2 k] 7
£5 67.500.000
FH
D8 | PENGHASLANKENAPAJAK (67) 8
H 176.865.000
© 9 PPhTERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
Z [Bagi Wailb Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: 9
£ Lampiran huruf d] 21.529.750
2
w 10 PENGEMBALIAN/ PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DI 10
£
- 11 JUMLAH PPh 11
© 21.529.750
12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PHAK LANDITANGGUNG PEMERNTAH DANATAU KREDIT PAJAK LUAR 12
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DILUAR NEGER! [Diisi dari Formuir 1770 -1 Jumiah Bagian C Kolom (7)] 20.922.250
X 13 a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
< e (g1 13
3 b []  PPhYANGLEBHDPOTONGDPUNGUT 607.500
E
a 14 PPh YANG DIBAYAR SENDRI a. PPhPASAL 25 14
g N 11.000.000
5 b, STP PPhPasal 25 (Hanya Pokok Pajak) 1ab)
1.000.000
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b) 15
12.000.000
H TGL LUNAS
K h ]
H I
3 16 a. PPh YANG KURANG DBAYAR (PPh PASAL 29) | |
z (13-15) 16 11.392.500
2 b. PPh YANG LEBH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) e B A
3
E 17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
2 a. [Jorestmuskan . [_JDKeMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kiteria Tertentu)
H b. [IloreriTuNGKaN DENGAN . [_]OKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)
u PAIAK
= g g 18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR
Ebz DIHITUNG BERDASARKAN :
gg; . [X]1112 x JUMLAH PADA ANGKA 13
23
weg b. [PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
2 | . [ x]Fotokopi Formuir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Buiti Potong PPh Pasal 21 a. [ [perniungan PPh Terutang bagi Wajs Paak dengan satus perpajakan PH tau MT
g
& | b, [ Jsua setoran Pajak Lembar ke-3 PP Pasal 20 .
PERNYATAAN
IDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan TANDA TANGAN
lperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap dan jeias.
DKUASA TANGGAL ol 3l
BN
T T T T T T T T T TTD
oo - EFENBT LTI T LT T 111 ]
T ] 1 T T
NPwP [o]s] [o[o]1] [s]2][1] [e] [o[1]2] [o]olo]
Fiiaze
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LAMPIRAN -1 4
© <
3 1770S -1 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2
H ®  PENGHASLAN NETO DALAM NEGERILANNYA =
g KEMENTERIAN KEUANGAN RI ® PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :I’
. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG <
® PEMERNTAH r
NPWP lolel [o]o]
“lolel lolol1] [sl2l1 ol1]2] lolo]o
—— ‘
navawaiePARK s (elelenfolol [ [ [ [T T TTTTTIITTIT [TT]
BAGIANA : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
NO JENIS PENGHASILAN JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
[0} @ 6]
1. [BUNGA
2. [ROYALTI 12.670.000
3. [SEWA 5.250.000
4. |PENGHARGAAN DAN HADIAH
5. |KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
6. [PENGHASILAN LAINNYA
JUMLAH BAGIAN A JBA 17.920.000
Pindalan biahBagan A Formir ok 17705 Bagn A
angka (2)
BAGIANB PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO JENIS PENGHASILAN JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
[0} @ 6]
1. |[BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH
2. (WARISAN
3. |BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
4. |KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
5. |BEASISWA
6. |PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
JUMLAH BAGIAN B JBB
BAGIANC DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA PEMOTONG/ NPWP PEMOTONG/ BUKTI PEMOTONGAN/ JENIS PAJAK : JUMLAH PPh YANG
No PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUTAN PPh PASAL 21/ DIPOTONG / DIPUNGUT
NOMOR TANGGAL 22/23/24/26/DTP*
) @ @ @ © © @
1. |PT. ABDI NEGARA 02.456.789.0-011.000 001.21.18 30 DES 2018 PPh PASAL 21 18.916.750
2. |PT. GRAMED 02.456.789.0-011.000 00123.18 | 11JULI2018 | PPH PASAL 23 1.900.500
3. |KOPERASI PRIMA 02.111.222.3-014.000 007.23.18 24 SEPT 2018 | PPH PASAL 23 105.000
s
5.
dst
JUMLAH BAGIAN C JBC 20.622.250
G i agan ST P
Catatan : Induk 1770 S Bagian D angka 12
5 ~DTP  Dianggurg Pemerina
“iclom @) isi 21,22,20,24,26,07)
sk PPhPasal 24, maka
(lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran | Bagian C dan Induk SPT angka 3)
| JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- l:ldan l:lha\aman Lampiran-|
|
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|
LAMPIRAN - I «
x S
3 1770 S -1l SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2 nnnn
g © PENGHASLAN o ATFNAL 3
2 KEMENTERIAN KEUANGANRI | o HARTA PADA AKHIR TAHUN z
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHR TAHUN =
. KELUAR
NPWP lolof4] [elol4] [o] [o[]2] [ololo]
NANA WAJIB PAJAK \ wlof [ T T T TP ITTT T IITTTITT]
BAGIAN A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
DASAR PENGENAAN PAJAK/
NO. SUMBER/JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO PPh TERUTANG
®upiah) ®upiah
(1) 2) (3) (4)
| [BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT
*_|BERHARGA NEGARA
2. |BUNGA/DISKONTO OBLIGASI
3. [PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4. |HADIAH UNDIAN
5. |PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN
YANG DIBAYARKAN SEKALIGU:
6. |[HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
7. [PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DANIATAU BANGUNAN
8. [SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN 4.000.000 400.000
9 BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA
" _|SERAH
1o, |BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
" |KEPADA ANGGOTA KOPERASI
12. |DIVIDEN
13. [PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA 223.252.800 20.387.500
14, |PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
BAGIAN B HARTA PADA AKHIR TAHUN
KODE TAHUN HARGA PEROLEHAN
[N v NAMA HARTA PEROLEHAN \ERo KETERANGAN
) ) ®) “) ®) (6)
1| 061 |RUMAH 2007 350.000.000
2. | 043 |KENDARAAN 2009 105.000.000
3. | 061 [TANAH 2012 190.000.000
4| 031 [SAHAM 2013 80.000.000
B
dst
BAGIAN C KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
No. | KODE NAMA PEMBERI PINJAMAN ALAMAT TAHUN JUMLAH
UTANG PEMBERI PINJAMAN PEMINJAMAN
) ) ®) (5) (6)
1| 101 [BANK THOYIB JL. GATOT 123 JAKSEL 2016 210.000.000
2
3
4
5
dst
JUMLAH BAGIAN C - JBC 210.000.000
BAGIAN D DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
No NAMA NIK HUBUNGAN KELUARGA PEKERJAAN
[©] @ ®) “) 5)
1 |[EFENDI FTXXXXXXXXXXXXXX SUAMI KARYAWAN
2 [sITIAMINAH FTXXXXXXXXXXXXXX ISTRI KARYAWAN
3 |ANISSA PUTRI EFENDI FTXOXRXXXKIOOXK ANAK KANDUNG PELAJAR
4 |HAMZAH PUTRA EFENDI FTXXXXXXXXXXXXK ANAK KANDUNG PELAJAR
5

[ AT ORMULI INITIOAK NENGUKUPL, DAPAT DIBUAT

CET|
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C. Pengisian SPT Tahunan WP Orang Pribadi yang

Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
(SPT 1770)

Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto (NPPN) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari
4,8 miliar dalam setahun. Selain itu WP telah menyampaikan surat
pemberitahuan dalam 3 bulan pertama tahun pajak yang
bersangkutan. Contoh penghitungan dan pengisian SPT adalah
sebagai berikut.

WP Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dan
Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Nama : Drs. Sancaka

Alamat : JI. Ciputat Raya No.15, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan

NPWP :06.999.657.0-013.000

Telepon : 021-7200091

Data Keluarga

No Nama Tgl. Lahir Status Keterangan
1 | dr. Merpati 20-06-1985 | Istri Karyawati
2 | Ujang Sancaka 18-09-2011 | Anak Kandung | Pelajar
3 | Hapid Sancaka 12-02-2018 | Anak Kandung | Balita
4 | KRT. Arionegoro | 12-08-1951 | Mertua Pensiun
PNS
Data Kewajiban
Nama Pemberi
No . Tahun Jumlah Keterangan
Pinjaman
1 | Bank Mandiri 2014 150.000.000
Jumlah 150.000.000
Data Harta
‘ No ‘ Jenis Harta ‘ Tahun ‘ Harga Keterangan
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Perolehan Perolehan
1 | Rumah Tinggal 2000 200.000.000
2 | Tanah 2012 150.000.000
4 | Rumah di BSD 2013 300.000.000
5 | Saham 2015 1.000.000.000
Jumlah 1.650.000.000

DATA PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK 2018

dr. Merpati dan Drs. Sancaka mempunyai penghasilan bersumber
dari macam-macam penghasilan. Penghasilan tersebut dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penghasilan dari praktik dokter dr. Merpati

Bulan Penjualan Bulan Penjualan
Januari 50.000.000 | Juli 58.000.000
Februari 32.000.000 | Agustus 49.000.000
Maret 34.000.000 | September 20.000.000
April 23.000.000 | Oktober 23.000.000
Mei 36.000.000 | Nopember 32.000.000
Juni 54.000.000 | Desember 34.000.000

dr. Merpati mempunyai pekerjaan bebas dengan berpraktik
sebagai dokter umum dengan rincian seperti di atas. dr Merpati
menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Pengajuan
permohonan norma dilakukan 23 Maret 2018 dan disetujui
dengan norma 50% (sesuai dengan PER-17/PJ/2015).

2. Penghasilan dari Pekerjaan Drs. Sancaka
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PT MERDEKA PT BAHAGIA

Form 1721 A1

(02.375.233.9-032.000) (01.234.578.8-021.000)
Gaji 45.000.000 49.000.000
Tunjangan PPh 7.500.000 5.800.000
Tunjangan Lainnya 2.500.000 12.500.000
Honorarium 10.900.000 1.180.000
Premi Asuransi 4.500.000 4.500.000
Jumlah 70.400.000 72.980.000
THR, Bonus 11.000.000 14.500.000
Penghasilan Bruto 81.400.000 87.480.000
Pengurang
Biaya Jabatan 4.070.000 4.374.000
luran Pensiun 1.070.000 1.080.000
Jumlah Pengurang 5.140.000 5.454.000
Penghasilan Neto 76.260.000 82.026.000
PTKP 67.500.000 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak 8.760.000 14.526.000
PPh terutang 438.000 726.300
PPh yfmg te.lah dipotong 438.000 26.300
dan dilunasi
*) Form ini diberikan oleh perusahaan tempat wajib pajak bekerja
Bukti Potong untuk PT MERDEKA (1721-A1, 21) tanggal 31 Desember 2018
Bukti Potong untuk PT BAHAGIA (1721-A1, 02) tanggal 3 Januari 2019

3. Penghasilan Lain-lain
Penghasilan lain-lain adalah sebagai berikut:

mendapatkan warisan dari orang tua dr. Merpati sebesar
Rp150.000.000,00 yang diwujudkan dalam bentuk sebidang
tanah seluas 250 m? di kawasan Bintaro Jaya;
mendapatkan dividen dari PT Japindo (01.000.223.3-
032.000) sebesar Rp30.000.000 dan dipotong PPh sebesar
10% pada tanggal 1-08-2018 dengan bukti potong nomor
21/BP/JAP/2018;

mendapatkan bunga deposito dari BCA
Rp5.000.000 dan dipotong PPh sebesar 20%;
penghasilan sewa mobil box untuk angkut barang sebesar
Rp3.000.000,00. Penyewa adalah PT Jaya Mandiri
(02.000.345.9. 001.000) dan dipotong PPh Pasal 23 sebesar

sebesar
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2% pada tanggal 15 September 2018 dengan bukti potong
19/2018/IM/09.

Data Pembayaran Pajak

Drs. Sancaka selama tahun 2018 telah melakukan pembayaran
PPh Pasal 25 sebesar Rp22.000.000 dan telah membayar STP
(Surat Tagihan Pajak) tanggal 5 Desember 2018 sebesar:

Pokok Pajak Rp 2.000.000
Sanksi Administrasi Rp 200.000
Jumlah Rp 2.200.000
Diminta:

1. Hitung PPh kurang/lebih bayar Drs. Sancaka!

2. Berapa angsuran PPh Pasal 25 Drs. Sancaka untuk tahun 2019.

3. Isi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 atas nama Sancaka
untuk tahun 2018!

Pembahasan
1. Penghitungan PPh Kurang (Lebih) Bayar Sancaka Tahun 2018
Penghasilan neto dari pekerjaan bebas 222.500.000
50% x Rp445.000.000
Penghasilan neto dari
pekerjaan
PT Merdeka 76.260.000
PT Bahagia 82.026.000 158.286.000
Penghasilan neto lainnya
a. Sewa kendaraan 3.000.000 3.000.000
Jumlah penghasilan neto 383.786.000
PTKP (K/1/2) 121.500.000
Penghasilan Kena Pajak 262.286.000
PPh terutang 35.571.500

5% x Rp50.000.000
15% x Rp200.000.000
25% x Rp12.286.000
Kredit Pajak
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a. PPh Pasal 21 1.164.300

b. PPh Pasal 23 sewa 60.000 1.224.300
Pajak Yang Masih Harus Dibayar 34.347.200
Sendiri

a. PPh Pasal 25 22.000.000

b. STP PPh Pasal 25 (pokok) 2.000.000 24.000.000
PPh Kurang Bayar 10.347.200

2. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019
=Rp34.347.200/ 12
= Rp2.862.267

Keterangan

- Penghasilan istri digabung karena berasal dari pekerjaan bebas.

- Penghasilan dari dividen dan bunga deposito telah dikenakan
PPh final dan warisan bukan merupakan objek pajak sehingga
tidak digabung dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum.
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FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI | ® DARISATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | @ YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU

1 770 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN

© DARIUSAHAPEKERJAAN BEBAS;

B W
[ IpemBukuAN

TAHUN PAJAK
]
=

© DALAM NEGERI LAINNYALLUAR NEGERI.

[ ]SPT PEMBETULAN KE -

ey o s . e sonxonm || s s
NPWP 06 9199 6|57 0 013‘000
NAMA WAJIB PAJAK c{s|A[N|C|A|[K|A ‘
«» | JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS D|O|K|T|E|R KLU:
<
E | No. TELEPONFAKSIMILI o2 1[72]0]0]|0 9|1 / ‘
z
W | STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN KK DHB l:lPH DMT
2 | suAMIISTERI
NP ISTERISUAM ST TV I T T N EIT T T T
data di: il terpisah dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir
Perubahan Data Wajib Pajak dan dil i dokumen yang di
b beris i RUPIAH )
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
[Diisi dari Formuiir 1770 - | Halaman 1 atau Formulir 1770 - | Halar Kolom 5] 1 222.500.000
o
E 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 2 158.286.000
I} [Ditsi i Formuir 1770 - Halaman 2 Jumiah Bagian  Kolom 5]
z 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LANNYA
3 [Diisi dari Formuiir 1770 - | Halaman 2 Jumiah Bagian D Kolom 3] 3 3.000.000
2 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI 4
3 [Apabila memilii penghasilan dari luar neger agar diisi dari Lampiran Tersendiri, ihat petuuk pengisian] B
E 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2 + 3 + 4) s 383.786.000
< 6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB B 7
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG 7 383.786.000
SIFATNYAWAJIB ( 5-6) g
§ 8.  KOMPENSASI KERUGIAN 8 .
X
7S 9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)
23 -8 9 383.786.000
Ia
<]
2 % 10. PENGHASILAN TIDAK KENAPAJAK 1 | K,D Wi 10 121.500.000
oy
g 11.  PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -1
o (GHAS AAK (9:410) 1 262.286.000
© 12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) o et 12 14.948.917
H
E 5 13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 13
14. IMLAH PPh TERUTANG (12 + 1:
= u UTANG (12 + 15) 14 14.948.917
15.  PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI 15 1.224.300
DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formuiir 1770 -l Jumiah Bagian A Kolom 7]
< 16. a. PPhYANG HARUS DIBAYAR SENDRI
— a4y 16 13.724.617
2 [] b PPhYANGLEBHDPOTONGDPUNGUT
a
= 17.  PPh YANG DIBAYAR SENDIRI PPh PASAL 25 BULANAN
s a 17a 11.000.000
E b. STPPPhPASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) 17b| .
a
18.  JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b) . 11.000.000
é 19.  a. | X |PPhYANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) TeL 1 2]5|0(3/1]9
g ! ) (1618)  LUNAS 19 2724617
M b. [__|PPhYANG LEBH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) gl bin thn
<
85 | 20 PerwORONAN: PPRLab Bavarpada 19 monon a. [ oresmsion o[ oroseomomem sorera o
H] ongan Krteria Tertantu)
H b IPERHITUNGIAN DENGAN DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP
H g [y . yang Wemanai Parsyaratan Tartantu)
£25 | 21. ANGSURAN PPhPASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR : 1123718
£2¢ DIHITUNG BERDASARKAN :
Ee]
EH
223
SELANFORMULR 1770 WV BAKYANG TIDAK DIS) FARUS DIAMPRKAN PULA
. JsuRaT KUSAKHUSUS (BLADKUAS KRNI o
z
g b, | x |ssP e e ponpasa 20 h
-4 o uericAom LR s ~ .
o . |LAIN DAN BIAYA L X_|PH ATAUMT
R I T — b [ psmes e s
- EHPI DAN YANG |[DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL
d e |DIBAYARIDIPOTONG DI LUAR NEGERI k. [BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA.
o [ JForocomrormuir mas-ar oawatay 1721s.... vy L
PERNYATAAN
Dengan ksi-sanksi sesuai 9  saya TANDA TANGAN
menyatakan bahwa ap atas boserta benar, lengkap dan Jolas.
X |wauiB PAJAK kuasa  TANGGAL:[ 3 | 1 BB 2]0]1]9]
navaenokar: [ s [a [N [c[alk[a] [ [ ] ] [ ]
NPwp Jole] [s]o]e s[s[7] |[o of[1]s ofofo

ZEEED
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x HALAMAN 1 LAMPIRAN -1 <
=
<
2 1 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI |3
g 1770 -1 g
o ig !
= PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA | § ‘ 0 ‘ 1 ‘ 118 |sd
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG Z s ™
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ¥ [ Jpemsukuan
PERAATIAN. @ SEGELUMIENGSISACA PETUNIKPENGIIAY & SIDENGA HURURGETAC | OKETK DENGAN TITATAN o e OAAT [ KompLrag o sEsUA
e [o[ole] [els[7] [o] [o[1]s] [o]o]o]
—T
v WA A [sfalnfelalwlA/ TTTTTTTTT TTTTTTITT]
BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN DDlAUDW OPINI AKUNTAN D DTIDAK DIAUDIT
INAMA AKUNTAN PUBLIK : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ ‘
NPWP AKUNTAN PUBLIK ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
INAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ U ‘ ‘ ‘ ‘
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK ’ l:\:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
INAMA KONSULTAN PAJAK ’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘
NPWP KONSULTAN PAJAK ’ l:\:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK l:\:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
RUPIAH
1.| PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :
a. PEREDARAN USAHA ‘ 1a
b. HARGAPOKOK PENJUALAN ‘ b ‘
c. LABARUGI BRUTO USAHA (1a - 1b) ‘ 1c
d. BIAYAUSAHA 1d
e. PENGHASILAN NETO (1c- 1d) 1e
2.| PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU 2
ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA 2
b. PREMIASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI
DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK 20
. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG %
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYA!
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN 2d
. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN 2
f. PAJAK PENGHASILAN 2%
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA 2
h.  SANKSI ADMINISTRASI 2h
i, SELISH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI 2
FISKAL i
j. BIAYAUNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN %
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK o
K. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LANNYA ‘ 2% ‘
1. JUMLAH (2a s.d. 2K) ‘ 2 ‘
3.| PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK 3
OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA 2
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI »
FISKAL
. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LANNYA ‘ 3c
d. JUMLAH (3a s.d. 3¢) ‘ 3d ‘
4| JUMLAH BAGIAN A (1e + 21 - 3d) ‘ 4 ‘
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HALAMAN 2 LAMPIRAN - |

J

o
=]
x
2 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 3
g 1770 -1
9 o PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DANATAU o lea ‘
PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELE Z| 011 ]8=se[1]2]1]8
AN NETO DALAM NEGERI DENGAN F-— - o -
KEMENTERIAN KEUANGAN Rl | ® pEKERJAAN 2
2
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | @ PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA [ Jpemeurusn  [[x Jpencararan
CERHATIN . 8 SEAELUMENORISICA M TR NG 8 5 0o RURU ST ST DN A P e P —
NPWP ‘ 9 ‘ 9 ‘ 9 ‘ 6|57 01 0{0}|0

NAMA WAJIB PAJAK

[s[7] [o]
[ T[]

\
\
[s[aln]olal]A]

[o[+]s] [o]e]
[ [T TTT]

(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

PEREDARAN USAHA NORMA PENGHASILAN NETO
NO. JENIS USAHA (Rupiah) %) (Rupiah)
2] @ @ @ 0]
1 |pAcanG
2 [INDUSTRI
3 |JASA 445.000.000 50 222.500.000
4 |PEKERJAAN BEBAS
5 |USAHALAINNYA
JUMLAH BAGIAN B JBB 222.500.000

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
PENGURANGAN PENGHASILAN
NO. NAMA DAN NPWP PENGHASILAN BRUTO BRUTO/BIAYA PENGHASILAN NETO
PEMBERI KERJA
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
) @ @ ) ©)
PT MERDEKA
1 02.375.233.9-032.000 81.400.000 5.140.000 76.260.000
PT BAHAGIA
?  [01:234.578.8-021.000 87.480.000 5.454.000 82.026.000
3
4
5
6
JUMLAH BAGIAN C JBC 158.286.000
Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formuiir 1770 Angka 2
BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
NO. JENIS PENGHASILAN JUMLAH PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
[T @ @
1 |BUNGA
2 |ROYALTI
3 [SEWA 3.000.000
4 [PENGHARGAAN DAN HADIAH
5 |KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
6 |PENGHASILAN LAINNYA
JUMLAH BAGIAN D JBD 3.000.000

Pindahkan Jumiah Bagian

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
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x LAMPIRAN - Il » |
2 |
2 1 770 - " SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI |3
g g
= DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, z|
2
CEMENTERIAN KEUANGAN RI PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN z
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh DITANGGUNG PEMERINTAH
PERHATIAN: @  SEBELUMVENGISIBACALAH PETUNIUKPENGISAN @ ISIDENGAN HURUF ETAK | DIKETIK DENGAN TNTAHITAN o enmoncona | womcew vaesesus
NPWP « [o]s] [el9]e] [e]s]7] [o] [o]1]s] [0]o]0]
vwawasseank o [sfafnfela[w[al T T T T[T T T T I TTTTT]
BAGIANA: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA NPWP KTI JUMLAH PPh YANG DIPOTONG /
No | PEMOTONGIPEMUNGUT | PEMOTONGIPEMUNGUT | PEMOTONGANPEMUNGUTAN | JENIS PAIAK PP;::%)AL DIPUNGUT
NOMOR TANGGAL (Rupiah)
o @ B @ ® © @
1 |PT MERDEKA 02.375.233.9-032.000 | 1.1-12.10-0021 | 31 DES 2018 PPH PASAL 21 438.000
2 |PT BAHAGIA 01.234.578.8-021.000 |1.1-12.10-0017 | 3 JAN 2019 PPH PASAL 21 726.300
3 |PT JAYA MANDIRI 02.000.345.9.001.000 {19/2018/JM/09 |15 SEPT 2018 PPH PASAL 23 60.000
4
5
6
7
8
9
10
1"
12
13
14
15
dst
JUMLAH BAGIAN A JBA 1.224.300

Pindahkan Jumiah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15
*) - DTP = PPhDitanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21/22 / 23/ 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)

- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumiah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran Il Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke -| 1 |dar

halaman Lampiran-I1
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LAMPIRAN - Iil
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1770 - 11l

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU
BERSIFAT FINAL

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
YANG PAJAK SECARA

FORMULIR
.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAN
TERPISAH

BL

[ Jpewsorum

x
<
<2
a
z|o|1]1]8
2
z

PERHATIAN:  ® SESELUMNENGISIBACALAH PETUNJUKPENGISIN @  ISIDENGAN HURLF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTAHITAM .

BERITANDA" X" DALAM

T rormmurmmicseoon

NPWP

9

0

|
[o]
INAMA WAJIB PAJAK N l [} i

[s]a]

[o]
[TTTTTTT]

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

DASAR PENGENAAN

No PAJAKIPENGHASILAN BRUTO

JENIS PENGHASILAN

PPh TERUTANG
(Rupiah)

@) @ [E)

@)

B:gi;ADEPOSITO‘ TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA 5.000.000

1.000.000

BUNGA/DISKONTO OBLIGAS!

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

>

HADIAH UNDIAN

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN
PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD.

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA
SERAH

|SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

USAHA JASA KONSTRUKS!

PENYALURDEALERAGEN PRODUK BBM

BUNGA SMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA
ANGGOTA KOPERAS|

. |PENGHASILAN DARI TRANSAKS| DERVATIF

=

DIVIDEN 30.000.000

3.000.000

. |PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

JUMLAH (1 .. 16)

4.000.000

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO SUMBER/JENIS PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)

) @

@)

BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH

WARISAN

150.000.000

BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN,
PERKUMPULAN, FIRMA, KONGS|

-

KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

BEASISWA

PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

JUMLAH BAGIAN B JBB

150.000.000

BAGIAN C :

ILAN IST YANG PAJAK SECARA TERPISAH

(Rupian)

PENGHASILAN NETO ISTERISUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
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- o©
g 1770 - IV | spT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI nnn 8
2 « HARTA PADA AKHIR TAHUN %\0\1\1\5\.,4\1\2\1}5\
AN Rl o KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN z st ™ oo™
o DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA [ JpemBukuan [ x |PencaTaTAN
[E T — pETUN . I DKETK DENGAN TTAHITA o oERTDA DALMY || KOTACPILIAN YANG SESU
e ofe] [s[ele] [efs]7] [of [ofr]s] [ofo]o]
NAA WAIS PA (slalwfefalw[al T T T T T T TTTTTTTTTTTT]
BAGIANA: HARTA PADA AKHIR TAHUN
NO. :ERDTE\ NAMA HARTA TAHUN PEROLEHAN HARG’(\RF:E;S)LEHAN KETERANGAN
Q) 2) (3) ) 5) (6)
1 061 |RUMAH TINGGAL 2010 200.000.000
2 061 |TANAH 2012 150.000.000
3 061 |RUMAH TINGGAL 2013 300.000.000
4 031 |SAHAM 2015 1.000.000.000
5
6
7
8
9
10 dst
JUMLAH BAGIAN A N 1.650.000.000 [T
BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NO. Uﬁfﬂz NAMA PEMBERI PINJAMAN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN PEJI‘::J&TA AN fgmﬁ]’;
(0] 2) ®) @) 5) (6)
1 101 |BANK MANDIRI JL. GATOT SUBROTO JAKSEL 2014 150.000.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10 dst
JUMLAH BAGIAN B T e 150.000.000
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO. NAMA ANGGOTA KELUARGA NIK HUBUNGAN KELUARGA PEKERJAAN
(0] ) ®) @ (5)
1 |SANCAKA 3600000000000 SUAMI KARYAWAN
2 |DR. MERPATI 3500000000000 ISTRI DOKTER
3 |UJANG SANCAKA 3600000000000 ANAK KANDUNG PELAJAR
4 |HAPID SANCAKA 3500000000000 ANAK KANDUNG BALITA
at |KRT. HWIDOPURO 3600000000000 MERTUA PENSIUNAN

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

|
D. Pengisian SPT Tahunan Untuk WP Orang Pribadi yang

Halaman ke-

Menggunakan Pembukuan (SPT 1770)
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Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan
bebas dengan peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar wajib
menggunakan pembukuan. Contoh penghitungan dan pengisian SPT
adalah sebagai berikut.

Dananjaya adalah seorang pengusaha yang terdaftar sebagai Wajib
Pajak sejak tahun 2013. Dalam menghitung kewajiban
perpajakannya, Andaliman menggunakan metode pembukuan
dikarenakan peredaran bruto Dananjaya telah mencapai lebih dari
Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Data pribadi Dananjaya per awal tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NPWP : 07.890.123.4-452.000

Status Kawin, istri tidak bekerja, 3 orang
tanggungan

Usaha . Toko bahan bangunan

Lokasi Usaha . JI. Ceger Raya, terdaftar di KPP Pratama X

Berdasarkan laporan laba rugi tahun 2020 diketahui bahwa
Dananjaya telah mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan dalam
rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilannya
yaitu sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha 4.900.000.000
Harga Pokok Penjualan 1.500.000.000
Laba Bruto 3.400.000.000
Gaji Pegawai 1.000.000.000
Biaya sewa 2 toko 750.000.000
Franchise Fee 325.000.000
Sewa Peralatan 100.000.000
Biaya Promosi 12.000.000
Biaya Kebersihan 35.000.000
Biaya Telepon 6.000.000
Biaya PAM 3.600.000
Biaya Listrik 60.000.000
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Training Pegawai 400.000.000
Uang Makan Pegawai 344.000.000
Total Biaya 3.035.600.000
Penghasilan Neto 364.400.000

Penghasilan dari bunga tabungan yang diperoleh Dananjaya sebesar
Rp60.000.000,00 dan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final

sebesar Rp12.000.000,00 oleh pihak bank.

Harta yang dimiliki oleh Dananjaya pada akhir tahun 2020:

Jenis Harta Tahun Perolehan | Nilai Perolehan (Rp)
Rumah 2013 2.000.000.000
Mobil 2018 150.000.000
Tabungan 2017 800.000.000

Dananjaya tidak memiliki kewajiban/ utang pada akhir tahun 2020.
Selain itu Dananjaya telah membayar PPh Pasal 25 selama tahun
2020 sebesar Rp36.750.000.

Penghitungan PPh terutang Dananjaya adalah sebagai berikut:

Peredaran Bruto

Biaya sehubungan dengan usaha (3M)

Penghasilan neto
PTKP

Penghasilan kena pajak

PPh terutang

5% x 50.000.000
15% x 200.000.000
25% x 42.400.000

Kredit Pajak (PPh Pasal 25)

PPh kurang bayar

PPh Pasal 29 tahun 2020 yang harus dibayar

4.900.000.000
4.535.600.000
364.400.000
72.000.000
292.400.000
43.100.000

36.750.000
6.350.000

Dananjaya adalah

sebesar Rp6.350.000 dan dibayar paling lambat akhir Maret 2021.
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PPh Pasal 25 tahun berikutnya adalah sebesar Rp3.591.667 yang
berasal dari Rp43.100.000 dibagi 12.

Ketika menyampaikan SPT Tahunan Dananjaya harus melampirkan
laporan keuangan, neraca/laporan posisi keuangan dan laporan laba
rugi, karena menggunakan pembukuan.

Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 ditunjukkan di bawah
ini.

77



FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1770

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

© DARIUSAHAIPEKERJAAN BEBAS;

© DARISATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;

© YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU
© DALAM NEGERI LAINNYAILUAR NEGERI.

TAHUN PAJAK

Bl
[_IpemBukuan

[ ]SPT PEMBETULAN KE - .

™

PENCATATAN

D e T e—

PERHATIAN o seor . o eermaDs
NPWP 0|7 8|90 1023 4 452‘000
NAMA WAJIB PAJAK D|A|N[A|[N|J[A[Y]|A |
@ | JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS P|E|[R[D|A|G|A|N|G|A|N KLU :
<
E | NO. TELEPONFAKSIMILI o|2(1]7]3 4)0|8|8 / ‘
=
& | STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN DMT
2 | suaMIISTERI
NPWP ISTERI/SUAMI
data terpisah dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir
Perubahan Data Wajib Pajak dan i dokumen yang di
B yang 5 RUPIAH )
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
[Diisi dari Formuiir 1770 - 1 Halaman 1 tau Formuir 1770 - | Hal Kolom 5] 1 364.400.000
E 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 2 ~
g [Diisi dari Formuir 1770 - | Halaman 2 Jumiah Bagian C Kolom 5]
z 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA 3
3 [Diisi dari Formuir 1770 -1 Halaman 2 Jumiah Bagian D Kolom 3] -
2 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI 4
z [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, ihat petunjuk pengisian] -
2 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3 + 4
4 ( d 5 364.400.000
< 6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB 6 -
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG 7 364.400.000
SIFATNYAWAJIB ( 5-6) s
g 8. KOMPENSASI KERUGIAN 8 -
x
7S 9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)
23 -8 9 364.400.000
S
Q
z % 10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/D KWD 10 72.000.000
o x
5 11.  PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)
o 10 1 292.400.000
PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11
o |2 [kaites ) Lot 12 43.100.000
2
§ E 13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 13
-5 R
o8&
14, JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13
= (1213 14 43.100.000
15, PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI 1
DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disi dar formuir 1770 -1 Jumiah Bagian A Kolom 7] -
H 16. a. PPhYANGHARUS DIBAYAR SENDIRI
— 1y
3 b.  PPhYANG LEBH DPOTONGDIPUNGUT (419 © 43.100.000
= 17.  PPh YANG DIBAYAR SENDIRI . PPh PASAL 25 BULANAN
a a 17a 36.750.000
E b. STP PPhPASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) 17b|
d
18.  JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b) P
T
2 19.  a. | x |PPhYANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) TeL 13 |0]0 3|21
8 e~ K1 N N KN KNy S 6.350.000
P b. [_|PPhYANG LEBHDBAYAR (PPhPASAL 28 A) @ b tn
35
5 | 20 PeRMORO:PPnLebinBaersaca 85 moton a Dmmms‘w .. l:l GBI DENGAY S PAGAL 17 (W
H b, [ omeay DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 170 (WP
s g [en - yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)
£25 |21 ANGSURAN PPn PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYADHITUNG SEBESAR : 3.501.667
z%5 DIHITUNG BERDASARKAN
BLE
28%
| .0 W— T
SELAN FORMULIR 1770 | SANPAI ENGAN 1770 (BAK YANG DISI NAUPUN YANG TIOAK DIS) FARUS DILAMPRIAN PULA
N JsuraT KuRSAKHUSUS (BLADIUASAN) P 2
E b JsspLensn .3 pon pasa 29 h.
x T HERACADAN LiP. LIBARUGH REKARTULAS! BULANAN PEREDARA BRUTO DANATAL PENGHASLAN —
o c. X |LAN DAN BIAYA |PH ATAU MT
= — [T OAFTAR JUVLAH PENGHASILAN DA PENBAVARAN PP PASAL 25 (GHUSUS
< d. [PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL i JUNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU) !
- DAN YANG [T |DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL
cj e. [DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI k. TENPAT USAH)
. OTOKOPIFORMULIR 1721 AT DAVATAL 172142 LEVEAR) 1
PERNYATAAN
= Ketentuan yang beriaku, saya TANDA TANGAN
monyatakan bahwa apa yang adalah benar, lengkap dan joas.
X |WAJIB PAJAK KUASA  TANGGAL:| 3 | 1 0|3 2|02 ‘ 1 ‘
namaLenokap: (DA | N AN 3] A]Y]A] | ] [] 7
— (-
NPWP of7] [e]9]o 1]2]3] [ ABE ofo]o
EEEET
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x HALAMAN 1 LAMPIRAN - | «
3
2 1 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI E
g 1770 -1 g
<]
w PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA E
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG Z e ™ BL ™
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN =[x Jpemsukuan [ |PENcATATAN
e . T e s cmm [ ] (omeuen v seson
e [s[efo] [1]2]s] Lelsl2] [ofo]o]
NAMA WAJIB PAJAK : ‘D‘A‘N‘A‘N‘J‘A‘V‘A‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ ‘
BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN - : DDIAUD\T OPINIAKUNTAN : D DT\DAK DIAUDIT
NAVAAKUNTAN PUBLIK LTI T T I ITTTTTTTITT]
PP ACUNTAN PUBLIK g I O O B O
wawsiowrormontaveek [ [ [T T T T T T T T T T T T T TTTTTTTTT]
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : I:\:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ D ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [
NAVA KONSULTAN PAIRK LTI TP TTTTTTTITT]
PP KONSULTAN PAIAK g I I O AR
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK ““““““““““HH
ewrrromonsoamonse L 1] LLL] LLL] L] CLL ] LLL]
1.| PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN RumAR
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :
a. PEREDARAN USAHA ‘ 1a ‘ 4.900.000.000
b. HARGA POKOK PENJUALAN ‘ 1b l 1.500.000.000
c. LABARUGI BRUTO USAHA (1a - 1) 1c 3.400.000.000
d. BIAYAUSAHA e 3.035.600.000
e. PENGHASILAN NETO (fc- 1d) ‘ te ‘ 364.400.000
2.| PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU N
ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA a
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI
DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK 26
. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG N
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN ©
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN 2d
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN 2
f.  PAJAK PENGHASILAN 2
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA 29
h.  SANKSI ADMINISTRASI 2h
i, SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI 5
FISKAL
j. BIAYAUNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN .
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 1
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LANNYA ‘ 2% ‘
I JUMLAH (2as.d. 2k) ‘ 21 ‘
3.| PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK N
OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA a
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI »
FISKAL
. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LANNYA ‘35
d. JUMLAH (3a s.d. 30) ‘35‘
4| JUMLAH BAGIAN A (fe + 21 - 3d) [4] 364.400.000

Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formuiir 1770 Angka 1
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x HALAMAN 2 LAMPIRAN - |
3
x
2 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 5
: 0-
o 1 77 I o PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU a . ]
v PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN Z|0f1]2]0f=a|1]2]2]0]
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN 2
KEMENTERIAN KEUANGANRI | ® pEKERJAAN F ™ BL ™
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | o PENGHASILAN DAL LAINNYA emeukuan [ |pencaTaTan
e o smommceo T a8 o e e oo o smon o || vomrermmaseon
NPWP | [112]s] [4] [4]s]2] [o]o]0]
A WA P AVAL T T T I TTITTTT]d
BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)
PEREDARAN USAHA NORMA PENGHASILAN NETO
NO. JENIS USAHA (Rupiah) (%) (Rupiah)
) @ © @ ®
1 |DAGANG
2 [INDUSTRI
3 |uasa
4 |PEKERJAAN BEBAS
5 |USAHALANNYA
JUMLAH BAGIAN B BB R
Pindahkan Jumiah Bagian B Kolom (5) ke Formuir 1770 Angka 1
BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
PENGURANGAN PENGHASILAN
NO. NAMA DAN NPWP PENGHASILAN BRUTO RUTO/BIAYA PENGHASILAN NETO
PEMBERI KERJA
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
R @ © @ ©
1
2
3
4
5
6
JUMLAH BAGIAN C JBC
Pindahkan Jumiah Bagian G Kolom (5) ke Formuir 1770 Angka 2
BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
NO. JENIS PENGHASILAN JUMLAH PENGHAS\LAN NETO
(Rupiah)
) @ ®
1 [BUNGA
2 |ROYALTI
3 [sEwa
4 |PENGHARGAAN DAN HADIAH
5 [KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
6 |PENGHASILAN LANNYA
JUMLAH BAGIAN D ‘ 8D -
Pindahkan Jumiah Bagian D ke Fomnuir 1770 Angka 3
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI | Halamanke - D dari D halaman Lampiran -I
|
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« LAMPIRAN - I .
H

E 1 770 - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI §

2 DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, 3z s L‘,L{L’f’
CEMENTERIAN KEUANGAN RI PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN E a m PR—
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh DITANGGUNG PEMERINTAH EPEMsuKUAN DPENCATATAN
PERHATIAN: o  SesEl . TNTAHITA JRE—— l:l(xmmwuwmvmﬁszsum
NPWP [8]efo] [1]2]3] [a]s]2] [o]o]o]

NAVA WAJB PAIAK nfanfofafvial | [TTTTITTTTTTT]

BAGIANA: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH

KTI JUMLAH PPh YANG DIPOTONG /
NO | PEMOTONGIPEMUNGUT | PEMOTONGIPEMUNGUT | PEMOTONGANPEMUNGUTAN | JENIS DAY -PPn PASAL DIPUNGUT
PAJAK PAJAK ) (Rupiah)
NOMOR TANGGAL

m (@) @) ) (5) (6) m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

"

12

13

14

15
dst

JUMLAH BAGIAN A JBA -
Pindatian Jumiah Bagian A Kolom 7 ke Formuir 1770 Angka 15
*) - DTP = PPhDitanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran Il Bagian A dan Induk SPT angka 4)
‘ JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke | dari Elhalaman Lampiran-Il
|
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4 LAMPIRAN - lit
3 1770 -1l g
2 = SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 3
I3
o PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU 2 T T2lolsal 11201210
w BERSIFAT FINAL E |
KEMENTERIAN KEUANGAN RI o PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Z = ™ L ™
F
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK AN YANG PAJAK SECARA
TERPISAH EPEMEUKUAN DPENCA’IATAN
PERHATIAN: @ SEOELUMIENGISI DAGAL PETUNILK PENGISAN @ 15 DENGAN HURUF CETAK | DKETIK DENGAN TRTAHITAN P R T a——p
e [o] [t]2[s) [«] [¢]s[2] [o]o]o]
MM WAIE PAK [ofalV[al [T T I ITTITTIT]
BAGIANA: PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
DASAR PENGENAAN PPh TERUTANG
No JENIS PENGHASILAN PAJAK/IPENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
) @ © @)
1. zggﬁ;fEPOSITQ TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA 60.000.000 12.000.000
2. [BUNGA/DISKONTO OBLIGASI
3. |PENJUALAN SAHAM DIBURSA EFEK
4. [HADIAH UNDIAN
5. [PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN
" |PENSIUN YANG DBAYAR SEKALIGUS
6. |HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD
7. |PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8. [BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA
" |SERAH
9. [SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
10. |USAHA JASA KONSTRUKSI
11. |PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM
12, [BUNGA SMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASIKEPADA
"+ |ANGGOTA KOPERASI
1 [PENCHASLANDARITRANSAIS DERWATE _
14. [DVIDEN
15. [PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERIKERJA
1. [PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
" |DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
e ee e _ 12000000
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO SUMBERIJENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
™) 2 3)
1. |[BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH
2. |WARISAN
5. [BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN,
" |PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
4. [KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
5. [BEASISWA
6. |PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
JUMLAH BAGIAN B JBB
BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
(Rupiah)
PENGHASILAN NETO ISTERVSUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
|
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1770 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

o

o HARTA PADA AKHIR TAHUN
o KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
o DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

[0l 2 0]-[T]212]0]
BL TH BL TH

-FEMEUKUAN l:l PENCATATAN

revana o seort PR . e T e P —
NPwP 1]2]3] [4] [4]s]2] [o]o]0]
A WAL PAK vl ] [ TTTTTTTITTITT]
BAGIANA:  HARTA PADA AKHIR TAHUN
No. | onE NAMA HARTA TAHUN PEROLEHAN HARG’(*RZ::;:%LEHAN KETERANGAN
1) (2) 3) (4) (5) (6)
1 061 |RUMAH TINGGAL 2013 2.000.000.000
2 | o043 |mMoBIL 2018 150.000.000
3 | 012 |TABUNGAN 2017 800.000.000
4
5
6
7
8
9
10 dst
JUMLAH BAGIAN A _ A 2.950.000.000 _
BAGIANB:  KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NO. Ulfr(;l:‘EG NAMA PEMBERI PINJAMAN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN PEJ&?%’;\‘JAN iguMplT::;
1) 2 3) () (5) (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 dst
S E—
BAGIANC:  DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO. NAMA ANGGOTA KELUARGA NIK HUBUNGAN KELUARGA PEKERJAAN
) 3) () (5)
1 SRIKANDI 35 X0000XNKKXXX ISTRI IBU RUMAH TANGGA
2 ABIMANYU 3500000000000 ANAK KANDUNG PELAJAR
3 SRIASIH 355000000000000X ANAK KANDUNG PELAJAR
4 SRIDEVI 35 X00KKNKKKKK ANAK KANDUNG PELAJAR
5
dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
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E. Pengisian SPT Tahunan Untuk WP Orang Pribadi yang
Menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 (SPT 1770)
WP Orang Pribadi yang Melakukan Usaha yang Dikenakan Pajak
Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Nama : Sriasih, SE

Alamat

NPWP :06.123.456.7-411.000
Telepon : 021-7344088

Data Keluarga

:JI. Bintaro Utama No.7, Tangerang Selatan

No Nama Tgl. Lahir Status Keterangan
1 | SriAyu 17-08-1963 | Ibu Kandung Pensiunan
Data Kewajiban
No Narr?a.Pemberl Tahun Jumlah Keterangan
Pinjaman
1 | Bank Mandiri 2018 250.000.000
Jumlah 250.000.000
Data Harta
. Tahun Harga
No Jenis Harta Perolehan Perolehan Keterangan
1 | Rumah Tinggal 2010 800.000.000
2 | Mobil 2012 250.000.000
Jumlah 1.050.000.000

DATA PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK 2019
Sriasih bekerja sebagai pegawai tetap di PT Bumi Langit (NPWP

02.345.678.9-001.000) sejak 2009. Selain

itu,

Sriasih juga

mempunyai usaha produksi masker dengan merek “Anticovid”
dengan melibatkan warga di sekitar rumahnya. Adapun penjualan
dilaksanakan dengan melalui online marketplace.

Penghasilan dari pekerjaan adalah sebagai berikut:

Gaji

84

120.000.000




Tunjangan 60.000.000

Premi BPJS-TK 648.000
THR, Bonus 50.000.000
Penghasilan Bruto 230.648.000
Pengurang

Biaya Jabatan 6.000.000
luran Pensiun 2.400.000
Jumlah Pengurang 8.400.000
Penghasilan Neto 222.248.000
PTKP (TK/0) 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak 168.248.000
PPh terutang 20.237.200

PPh yang telah

dipotong dan dilunasi
Sedangkan penghasilan Sriasih dari penjualan masker selama tahun
2019 adalah sebesar Rp800.000.000, atas penghasilan ini telah
dihitung Pajak Penghasilannya dengan menggunakan PP Nomor 23
Tahun 2018 sebesar 0,5% dan bersifat final. Penyetoran pajak telah
dilaksanakan tiap bulannya sesuai ketentuan.

20.237.200

Pembahasan

Sriasih melaporkan penghasilannya selama tahun 2019 dengan
menggunakan SPT 1770. Penghasilan yang dilakukan penghitungan
ulang adalah penghasilannya yang berasal dari pekerjaan, sedangkan
penghasilan yang berasal dari usaha telah dikenakan PPh final.
Pengisian SPT tahun 2019 atas nama Sriasih adalah sebagai berikut.
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£ 1 770 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (.| 2 0 1 9
E} E
H BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : 3
I3 a
= @ DARIUSAHAPEKERJAAN BEBAS; E
KEMENTERIAN KEUANGANRI | @ DARISATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; T e ™
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | @ YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU = [_]PEMBUKUAN
o DALAMNEGERI LANNYALUAR NEGERI.
[_ISPT PEMBETULAN KE - .
PERHATIAN . . o eemiaoA R [ | (omPLIN G SESUA
NPWP 06 123 4|56 7 4011 ‘ 0/0|o0
NAMA WAJIB PAJAK S|R[I|A[s|I|H ‘
@ | JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :|P|E|R|D|A|G|A|N|G|A|N KLU
<
E | NO. TELEPONFAKSIMILI of2(1]7]3|a NERE / ‘
z
4 | STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN K DHB PH T
2 | suami-ISTERI
PP STERISUAM LTI T ETTT I CT T OTT]
data terpisah dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir
Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.
5 haloman 3) RUPIAH )
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS 1 »
[Diisi dari Formuiir 1770 - Halaman 1 atau Formuir 1 5]
° 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
g [Disidar Formuir 1770 - Halaman 2 Jumiah Bagian C Kolom 5] 2 222.248.000
z 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LANNYA 3 R
g [Disi dari Formulir 1770 -  Halaman 2 Jumah Bagian D Kolom 3]
2 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI 4 -
H {Apabila memiliki penghasitan dari ki neger agar diis dari Lampiran Tersendir, it peturjuk pengisian]
g 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3+4) s 222,248,000
6. ZAKAT | SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB B N
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG B 222,248,000
SIFATNYAWAJIB ( 5-6) 248
2 8. KOMPENSASI KERUGIAN
3%
B3 | o JUMLAHPENGHASLAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 -8) B 222,248,000
Iz
2 % 10.  PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/E K/D N”D 10 54.000.000
oy
Py 1. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10) 11 168.248.000
o | 12 PPRTERUTANG(TARIF PASAL 17 UU PPh XANGKA 11) 2 20.237.200
=z
& X | 13 PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN PN
5 -
oz
I 14, JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13) 1 20.237.200
15 PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LA, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI [} 20.237.200
DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diis dariformuir 1770 - Jumiah Bagian A Kolom 7] 297
x
e : »
2 O o»
£ 17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN 172
a
£ b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) 170)
a
18, JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b) 8
z
] 19. a PP YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ToL
4 (16148)  LUNAS 19 -
Y b. [_]PPnYANG LEBH DIBAYAR (PPhPASAL 26 A) 9l bin
E5 | 20. PeRvOrONAN: PPN Lebingayarpada 195 motn [ Jowesmroswn N CIEUBALI DENGAYSH0PKP PAAL 170 (1P
g iengan Kritria Tertontu
£ b [DIPERHITUNGKAN DENGAN DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP
H d (oM - yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)
£z5 21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR N
£2E DIHITUNG BERDASARKAN :
-]
62¢
223
it £ T I P ———
SELAN FORMULIR 1770 - SAMPAI DENGAN 1770 -V (BAI YANG DISIMAUPLI YANG TIDAK DIS) HARUS DILANPIRKAN PULA
a suraT UASAKHUSUS (BLADKUASAKAN) a 2
z =
g N s v ke pon pasa 20 h
& 1 "
= . i D i ow s
= 1 [DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PENBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS
< d [PERHITUNGAN KOVPENSASI KERUGIAN FISKAL [UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
- e omaG . JOAFTAR JUNLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PENEAVARAN PP FINAL
5 . SERDASARKAN PP 45 TAHUN 2013 PER HASA PAVAK OA PER TENPAT USHHA
o | Jrororom rormm srzrm omus 721 ... evenry i
PERNYATAAN
lDengan Jan soga. Kotentuan g berlaku, saya TANDA TANGAN
yang k
X |WAJIB PAJAK KUASA  TANGGAL: ‘ ‘ )
wawacenoiap: |5 | =] Al s [T n] | ] ] ] ] Yy
NPWP B ‘1‘2‘3 4‘5‘6‘ 7 411 ojoo
ZEERT
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o HALAMAN 1 LAMPIRAN - | «
3
2 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 5
e 1770 -1 g
o
w PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA §
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG 5
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN =
[T . 1 OKETI DENGAN THTAHTAY o BERTMOAXOAM || (o AL vAiGSESUN

[o]o]o]

e o [ole] [1]z]s] [efsfe] [7] [«[1]1]

NAMA WAJIB PAJAK : ‘S‘R“‘A‘S“‘H‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN  : DDlAUDlT OPW,AKUNTAN:D

NAMA AKUNTAN PUBLIK : ‘ ‘

NPWP AKUNTAN PUBLIK ’ [,,,L,J

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : ‘ ‘

NAMA KONSULTAN PAJAK ’ ‘ ‘ ‘

NPWP KONSULTAN PAJAK : I:\:‘

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : ‘ ‘ ‘

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK l:\:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK l:\:‘ D
P
1.| PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :
a. PEREDARAN USAHA ‘ 1a
b. HARGA POKOK PENJUALAN ‘ 1b ‘
c. LABA/RUGIBRUTO USAHA (1a - 1b) 1c
d. BIAYAUSAHA 1d
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d) 1e
2. | PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU 2
'ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA a
b. PREMIASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI
DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK 2>
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG 2
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN ©
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN 2d
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN 2e
f. PAJAK PENGHASILAN 2f
g. GAJIYANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA 2g
h. SANKSI ADMINISTRASI 2h
i. SELISH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI 2
FISKAL !
j. BIAYAUNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN 2
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ‘ 2k ‘
I. JUMLAH (2a s.d. 2k) ‘ 21 ‘
3.| PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK 3
OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA a
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI b
FISKAL
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ‘ 3c ‘
d. JUMLAH (3as.d. 3c) ‘ 3d ‘
4| JUMLAH BAGIAN A (1e + 21 - 3d) ‘ 4 ‘

Pindahkan Jumiah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1
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FORMULIR

1770 -1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

HALAMAN 2

LAMPIRAN - |

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

. PEKERJAAN

© PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

o PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU
PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN

5.6‘1‘2‘1‘9
BL

Lolrlrls

[ Jreweveom

™

TAHUN PAJAK

PENCATATAN

PERHATIAN: @ SEEELUMIENGSIBICH A FETNUCFENGEI @151 DENGAYHURU GETAK/ OKETK DENGAN TRTAHTAY T P e ——
pee [1z[o] [s]s]e] [+[+]+] [ofo]o]
A VB PR slelifals Do TITTTTITTTTTITTIITT]

(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELEI

NGGARAKAN PENCATATAN)

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

NO. JENIS USAHA PEREDARAN USAHA NORMA PENGHASILAN NETO
(Rupiah) (%) (Rupiah)

[T @ B @ )

1 DAGANG

2 INDUSTRI

3 JASA

4 PEKERJAAN BEBAS

5 USAHA LAINNYA

JUMLAH BAGIAN B JBB -

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Pindahkan Jumiah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
PENGURANGAN PENGHASILAN
NO. NAMA DAN NPWP PENGHASILAN BRUTO BRUTO/BIAYA PENGHASILAN NETO
PEMBERI KERJA
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
0] @ ® @ 0]
PT BUMI LANGIT
1 .648. .400. .248.
02.345.678.9-001,000 230.648.000 8.400.000 222.248.000

2

3

4

5

6

JUMLAH BAGIAN C JBC 222.248.000
Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2
BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
NO. JENIS PENGHASILAN JUMLAH PENGHASILAN NETO
(Rupiah)

(1) @ @)

1 [BUNGA

2 [ROYALTI

3 [sEwa

4 [PENGHARGAAN DAN HADIAH

5 [KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

6 [PENGHASILAN LAINNYA

JUMLAH BAGIAN D

‘ JBD

Pindahkan Jumiah Bagian D ke Formuir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK

, DAPAT DIBUAT

DENGAN BENTUK INI
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z e 20015
s

E 1 770 - " SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI g

2 DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, H 2 ‘ 1 ‘ 9 ‘
KEMENTERIAN KEUANGAN RI PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGER! DAN I a w B m
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh DITANGGUNG PEMERINTAH DPEMBUKUAN EPENCATATAN
PERMATIAN: o  SEBELUMMENGIIBACALAH PETUNWUKPENGSAN @ ISIDENGAN HURLCETAK/ DIKETIK DENGAN TNTAHITAM e T —

NPwP | [f2]s] [a]s] 1] [ofofo]

NAMA WAJIB PAJAK ~ : ‘S‘R‘l‘A‘S‘\‘M i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

BAGIAN A:  DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH

NAMA NPWP KT JUMLAH PPh YANG DIPOTONG /
NO | PEMOTONG/PEMUNGUT | PEMOTONG/PEMUNGUT | PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN | JENIS PAJAK: PPh PASAL DIPUNGUT
21/ 22/23/24/26/DTP *) (Rupiah)
NOMOR TANGGAL
(U] @) 3) @) (5) (6) m
1 |PT BUMI LANGIT 02.345.678.9-001.000 | 1.1-12.10-0021 | 31 DES 2019 PPH PASAL 21 20.237.200
2
3
4
5
6
7
8
9
10
"
12
13
14
15
dst
JUMLAH BAGIAN A JBA 20.237.200
Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15
*) - DTP = PPhDitanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 /22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PP Pasal 24, maka jumiah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran Il Bagian A dan Induk SPT angka 4)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI halaman Lampiran-II
|
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LAMPIRAN - Il

©
3 1770 -1l £
2 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | £
x <
o , PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DANATAU o
w BERSIFAT FINAL z

KEMENTERIAN KEUANGAN RI o PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK E

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAN ISTI YANG PAJAK SECARA

. TERPISAH DFEMEUKUAN

[E R — . - [ o R —
owe Lfzfe] [efsfe] [7] [al+[1] [ofo]o]
proun Wt P [slrfufafsifnf [TT T T TTTT T TTTTT]

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

DASAR PENGENAAN PPh TERUTANG
No JENIS PENGHASILAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
) 2) @) (@)

1. |[BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA
" |NEGARA

~

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

w

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

»

HADIAH UNDIAN

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN
PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

o

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

~

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

®

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA
SERAH

©

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

s

USAHA JASA KONSTRUKSI

. |PENYALURIDEALER/AGEN PRODUK BBM

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASIKEPADA
IANGGOTA KOPERAS!

8

. |PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERVATIF

B

DVIDEN

@

. |[PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

B

JUMLAH (15.d. 16)

BAGIAN B :

800.000.000

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

4.000.000

4.000.000

NO

SUMBER/JENIS PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)

) @

@)

BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH

~

WARISAN

©

PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN,

»

KLAIM ASURANS| KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

o

BEASISWA

PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

JUMLAH BAGIAN B

JBB

BAGIAN C :

PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERISUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

(Rupiah)
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- ['4
g 1770 - I\ | sPT TAHUNAN PPh LV?IT\Z"I!;NPKJAK ORANG PRIBADI 3 nnnn
2 o HARTA PADA AKHIR TAHUN %\0\1\1\9\,.d\1\2\1\9\
D o o KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN i o™ oo™
o DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA [ Jpemukuan
PERMATIAN. @ SEGELUMENGISI AL PETUNJUK PENGISAN 151 DENGAN HURF CETADKETI DENGAN THTAHITAY o oeRTOAT oMM || (KOTHCPLIAY NG SESUM
PP Lofe] [rl2[s] [4]s]e] e[ 1] [olo]o
NAVAWAJB PAIAK Cs[R[afs]ifw] T[] [T TTTTTTITT]
BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN
NO. :AORDTE\ NAMA HARTA TAHUN PEROLEHAN HARG/(\RITE::;))LEHAN KETERANGAN
) 2 3) @) (5) (6)
1 061 |RUMAH TINGGAL 2010 800.000.000
2 043 |MOBIL 2012 250.000.000
3
4
5
6
7
8
9
10 dst
JUMLAH BAGIAN A S 1.050.000.000 ||
BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NO. UlffoA['):i NAMA PEMBERI PINJAMAN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN PEJG‘[‘J:’:/IAN ‘éguMplI:;;‘
m 2 ®) @ 5) (6)
1 101 BANK MANDIRI JL. GATOT SUBROTO JAKSEL 2018 250.000.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10 dst
JUMLAH BAGIAN B _ BB 250.000.000
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO. NAMA ANGGOTA KELUARGA NIK HUBUNGAN KELUARGA PEKERJAAN
Q) ) 3 @ )
1 SRI AYU 35X0000000000XXX IBU KANDUNG PENSIUNAN
2
3
4
5
dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
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F. Pengisian SPT Tahunan Untuk WP Orang Pribadi yang
Pisah Harta
Melanjutkan penghitungan pajak yang sudah dibahas sebelumnya
antara Drs. Sancaka dan dr. Merpati di halaman 44. Apabila
keduanya melakukan perjanjian pisah harta (PH) atau meminta
pengenaan perpajakan yang terpisah (MT) maka pengenaan
perpajakan atas keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penghasilan neto Drs. Sancaka Rp 161.286.000

- pekerjaan

- penghasilan sewa mobil

Penghasilan neto dr. Merpati Rp 222.500.000

- praktik dokter

Jumlah penghasilan neto Rp 383.786.000

PTKP (K/1/2) Rp 121.500.000 -/-

Penghasilan Kena Pajak Rp 262.286.000

PPh terutang Rp 35.571.500

PPh terutang olen Drs. Sancaka Rp 14.948.917
161.286.000/383.786.000 x Rp35.571.500

PPh terutang oleh dr. Merpati Rp 20.622.583

222.500.000/383.786.000 x Rp35.571.500

Penghitungan PPh kurang bayar dikurangkan dengan kredit pajak
yang dipotong dari PPh terutang masing-masing. Untuk Drs.
Sancaka kredit pajak yang bisa dikurangkan adalah PPh Pasal 21,
PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25. Dalam kasus ini PPh Pasal 21
sebesar Rp1.164.300, PPh Pasal 23 sebesar Rp60.000 dan PPh
Pasal 25 sebesar Rp11.000.000.

Dengan adanya pengenaan perpajakan pisah harta (PH) atau
meminta terpisah (MT) maka wajib pajak diharuskan
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melampirkan perhitungan tersebut ketika menyampaikan SPT
Tahunan.

Pengisian SPT Tahunan PPh untuk Drs. Sancaka dalam kondisi PH
atau MT adalah sebagaimana dijelaskan di bawah.
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[ 1770 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAKORANGPRIBADI .| 2 | 0 | 1 | 8
3 <
E [BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN = 2
3 &
2 « omusAPEXER A BEBAS z
KEMENTERIAN KEUANGAN RI ® DARISATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJ/ 5 BL R
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | @ YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU = [_|PEMBUKUAN
 DALAMNEGERI LANNYALUAR NEGERI.
[ ISPT PEMBETULAN KE - .
e . o ]
NPWP 0|6 9|99 6|57 0 o|1]3 ‘ olojo
NAMA WAJIB PAJAK :|S|A|IN|C|A|K|A ‘
@ | JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS Djo|K|T|E|R KLU:
<
£ | NO. TELEPONFAKSIMILI oj2[1]7]|2]0]ofo]|9]|1 / ‘
H
& | STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN DPH DMT
= SUAMI-ISTERI
KPP ISTERISUAMI LTIV T O O] 1T
data di ikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir
g g 99!
Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.
5 (conton hataman 3) RUPIAH )
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
[Diisi dari Formuiir 1770 - | Halaman 1 Formulir Kolom 5] ! 222.500.000
o 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
o [Dif dar Formuir 1770 - Halaman 2 Jumiah Bagian C Kolom 5] 2 158.266.000
z 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
3 [Diisi dari Fommuiir 1770 - 1 Halaman 2 Jumiah Bagian D Kolom 3] 3 3.000.000
2 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI 4 _
5 [Apabila memiliki geri ag: dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk ol
E 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3 +4) 5 383.786.000
< 6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB 6 -
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG 7 383.786.000
SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)
§ 8. KOMPENSASI KERUGIAN 8 ~
X
43 .
g 2 9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8) 9 383.786.000
i
o
85 | o renomsLmTEN e P 'K’D ”D il 0 121,500,000
ax
o 11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10) 1 262.286.000
R 42, PPN TERUTANG (TARF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) Campesn s 12 16.934.539
ez
£ |13 PENGEMBALANPENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DKREDITKAN -
o 14, JUMLAH PPh TERUTANG (12 +13) 4 16.034.530
15.  PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR /DIPOTONG DI LUAR NEGERI 15 1.224.300
DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formuiir 1770 -Il Jumiah Bagian A Kolom 7]
F 2. PPhYANG HARUS DBAYAR SENDRI
—_— a1y 16 15.710.239
2 b.  PPNYANGLEBH DPOTONGDPUNGUT
=
E 17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI  a.  PPh PASAL 25 BULANAN 172 11.000.000
g b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) 170
o
18.  JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b) 18 11.000.000
é 19.  a. | X [PPhYANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) T6L 2(5/0[3]|1]9
g ! L (1619) Lunas 19 4710239
3. b. [ Jrenvanc LeamDBAvAR P PASAL 25 w
85 | 20 eruOONAN: PP LabinBayarpada 19b moton [ Jomesmoswas o] crammoocm sorera v
% -l 0 e
£ uranG pasax g yang Memenuni Persyaratan Tertentu)

21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR 1.300.187
DIHITUNG BERDASARKAN

F. ANGSURAN PPh
PASAL 25 TAHUN
PAJAK BERIKUTNYA

SRR 77 v TR T
o L semoussouoies N ——
= L
z [ "
-4 INERACADA LiP. w~
o c. |LAIN DN BiAYA i |PH ATA T
= . T ——
d. [PERHITUNGAN KOMPENSASIKERUGIAN FISKAL |UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
- DAN YANG. K [DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PENBAYARAN PPh FINAL
[ formenronane oo . ‘
FERRTATAAN

TANDA TANGAN

IWAJIB PAJAK KUASA  TANGGAL:| 3 | 1 0|3 2(01

] ] [o]
wamaLenokap: [ s [ A | N [c[AlK[A] | | | | [ ] B
e [0Ts] Lola] L] () L] lels
FaTE
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x HALAMAN 1 LAMPIRAN -1 <
3
2 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI i
g 1770 -1 :
= PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA | 5

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG PR ™

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN L DPEMBUKUAN

PERHATIAN: @ . TNTAMITAM © SERITANDAXTDAAN || (KOTAKPLIAN) ANGSESU

e i [ofe] [efefe] [efs[7] [o] [o]r[s] [ofe]o

NAMA WAJIB PAJAK : [sfafwlefal«[o[ [ T T T T TTTT TT]

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN DD\AUDIT OPINI AKUNTAN D I:\TIDAKDIAUD\T

NAMA AKUNTAN PUBLIK : ‘ ‘

NPWP AKUNTAN PUBLIK ) [ I B ]
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK ‘ ‘ ‘

NAMA KONSULTAN PAJAK ‘ ‘ ‘

NPWP KONSULTAN PAJAK ) l:\:‘

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : ‘ ‘ ‘

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK ) l:\:‘ ‘ ‘

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK D]

1.| PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN Rupas
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :
a. PEREDARAN USAHA ‘ 1a ‘
b. HARGA POKOK PENJUALAN ‘ 1b ‘
c. LABARUGI BRUTO USAHA (1a - 1b) 1c
d. BIAYAUSAHA 1d
. PENGHASILAN NETO (1c - 1d) e
2. | PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU >
ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA .
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI
DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK 2
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG 2
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN °
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN 2d
. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN 2
f.  PAJAK PENGHASILAN 2
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA 29
h. SANKS| ADMINISTRASI 2h
i.  SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI .
FISKAL !
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN 2
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK -
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LANNYA ‘ 2%
1. JUMLAH (2 s.d. 2k) ‘ 2
3.| PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK N
OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA 2
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI »
FISKAL
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LANNYA ‘ 3¢
d. JUMLAH (3a s.d. 3¢0) ‘ 3d
4| JUMLAH BAGIAN A (1e + 2 - 3d) ‘ 4 ‘

Pindahkan Jumiah Bagian A (angka 4) ke Formuir 1770 Angka 1
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HALAMAN 2

LAMPIRAN - |

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1770 -1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR

® PEKERJAAN

@ PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

o PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DANIATAU
PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN

TAHUN PAJAK

™
[Jresvun

PERWATIAN: @ SCOELUNVENGSIBACAA PETUNLKPENGSI 8 151 0ENGAN HURLF GETAK DKETK OENGAN TN TAHTAN B I L ey
NPWP ‘9‘9‘9‘ ‘6‘5‘7 E ojt]s ojojo

INAMA WAJIB PAJAK

[s[alnlealcla] T ]

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

PEREDARAN USAHA NORMA PENGHASILAN NETO

No. JENIS USAHA (Rupiah) (%) (Rupiah)

m @ ) @ 5)

1 DAGANG

2 INDUSTRI

3 |JAsA 445.000.000 50 222.500.000
4 PEKERJAAN BEBAS

5 USAHA LAINNYA

JUMLAH BAGIAN B JBB 222.500.000

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Pindahkan Jumiah Bagian B Kolom (5) ke Formuir 1770 Angka 1

(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
NAMA DAN NPWP PENGHASILAN BRUTO PENGURANGAN PENGHASILAN PENGHASILAN NETO
NO. BRUTO/BIAYA
PEMBERI KERJA
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
[T @ @ @ ©)
PT MERDEKA
1 102.375.233.9.032.000 81.400.000 5.140.000 76.260.000
PT BAHAGIA
2 [01234.578.8-021.000 87.480.000 5.454.000 82.026.000
3
4
5
6
JUMLAH BAGIAN C JBC 158.286.000
Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2
BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)
NO. JENIS PENGHASILAN JUMLAH PENGHASILAN NETO
(Rupiah)
) @ @
1 [BUNGA
2 |ROYALTI
3 SEWA 3.000.000
4 |PENGHARGAAN DAN HADIAH
5 |KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
6 [PENGHASILAN LANNYA
JUMLAH BAGIAN D ‘ JBD 3.000.000

Pindahkan Jumiah Bagian D ke Formuiir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK

, DAPAT DIBUAT

BENTUK INI

| Halaman ke - DdanD halaman Lampiran -1
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E e nnnn
3 x
2 1 770 - " SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | 3
z o
o i
= DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, 3 ‘ o ‘ 1 ‘ 1 ‘ 8 5--“ 1 ‘ 21 ‘ 8 ‘
2
KEMENTERIAN KEUANGAN RI PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN E a ™ oL ™
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh DITANGGUNG PEMERINTAH I:lPEMEUKUAN IZ'FENCATAYAN
PERMATIAN: @  SEOELUMMENGISIBACALA PETUNIUCPENGSIAN @ 1S DENGAN HURUF CETAK | DIKETIK DENGAN TNTAHITAM @ BERITANDA"X"DALAM |:| (KOTAK PLIHAN) YANG SESU

NPWP o Jofe] [efofe] [sls][7] [o] [o]1]3] [o]o]o]
[ [ 1 [ [T T

navawaispaak  : [s[a[n]clalk]a [T

BAGIAN A: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH

KTI JUMLAH PPh YANG DIPOTONG /
No | PEMOTONG/PEMUNGUT | PEMOTONG/PEMUNGUT | PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN | JENIS PAJAK : PPh PASAL DIPUNGUT
21/ 22123/24/26/DTP ) (Rupiahy
NOMOR TANGGAL

) @ © @ ® © @)

1 |PT MERDEKA 02.375.233.9-032.000 | 1.1-12.10-0021 | 31 DES 2018 PPH PASAL 21 438.000
2 |PT BAHAGIA 01.234.578.8-021.000 | 1.1-12.10-0017 | 3 JAN 2019 PPH PASAL 21 726.300
3 |PT JAYA MANDIRI 02.000.345.9.001.000 {19/2018/JM/09 |15 SEPT 2018 PPH PASAL 23 60.000
4

5

6

7

8

9

10

1"

12

13

14

15
dst

JUMLAH BAGIAN A JBA 1.224.300
Pindafikan Jumiah Bagian A Kolom 7 ke Formuir 1770 Angka 15
*) - DTP = PPhDitanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumiah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditan sesuai lampiran tersendiri
(ihat petunjuk pengisian tentang Lampiran Il Bagian A dan Induk SPT angka 4)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke ari | 1 |halaman Lampiran-li
|
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x LAMPIRAN - lll
2 1770 -1l J2/0/1 8
2 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 3
3 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU ol T4 e leal 1218
w BERSIFAT FINAL z *
. LAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Z m ™
F

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAN ISTI YANG PAJAK SECARA

TERPISAH |:|PEMEUKUAN
PERMATIAN: @ SEGELUMVENGISI ACALA PETUNIUKPENGISN @ [SIDENGAN HURUF CETAK/DIKETK DENGAN THTA A o TN KON [ ] KOTPLHAMVAGSESUN
e Lofofe] [els[7] Tof [oft[a] [ofo]o]
NAAWAIB PAIC [s[alnelalx Al TTTTTITTTTITTITTITITTI]
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

DASAR PENGENAAN PPh TERUTANG

No JENIS PENGHASILAN PAJAKIPENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
[0] @ ® @
1. zggiARADEPOSVTO,TABUNGAN‘D\SKONTOSBI‘SURATBERHARGA 5.000.000 1.000.000
2. |BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

>

HADIAH UNDIAN

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN
PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BANGUNAN YANG DITERMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA
SERAH

©

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

3

. |USAHA JASA KONSTRUKSI

. |PENYALURIDEALERIAGEN PRODUK BBM

s

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA
ANGGOTA KOPERAS|

B

PENGHASILAN DARI TRANSAKS| DERVATIF

14. [DVDEN 30.000.000 3.000.000
15. |PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA

0 CaRTADBERS AT PR

17. |[JUMLAH (1 5.d. 16) _ 4.000.000

BAGIAN B :

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

SUMBER/JENIS PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)

)

@

@)

BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH

WARISAN

150.000.000

BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN,
PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

>

KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

o

BEASISWA

PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

JUMLAH BAGIAN B JBB

150.000.000

BAGIAN C :

PENGHASILAN ISTERVSUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

(Rupiah)

PENGHASILAN NETO ISTERISUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
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- ['4
‘
g 1770 - IV | spT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI § nnn 8
E o HARTA PADA AKHIR TAHUN % ol1]1]8
D e e AN ALK o KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN z oo
o DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA I:IPEMEUKUAN
R, . e o xona || romeLsmmoseson
ewe (olole] [e]s]7] [of [oft[s] [ofo][s]
NAMAWAIE PR [slafwfelafw[al [T TTTTITTTITTTTT]]
BAGIANA:  HARTAPADA AKHIR TAHUN
NO. : I?R?I'i NAMA HARTA TAHUN PEROLEHAN HARGTR'TEE%LEHAN KETERANGAN
) (2) 3) (4 (5) 6
1| o6t |RUMAHTINGGAL 2010 200000000
2 | o061 [TANAH 2012 150.000.000
3 | 081 [RUMAH TINGGAL 2013 300.000.000
4 | o031 [sAHAM 2015 1.000.000.000
5
6
7
8
9
10 dst
JUMLAH BAGIAN A - JBA 1650.000.000 [N
BAGIANB:  KEWAJBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NO. U}Sl'c:l)li NAMA PEMBERI PINJAMAN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN PEJ&ijN '(lguMpll'aA’,‘F;
) (2 @) ) ®) )
1 101 [BANK MANDIRI JL. GATOT SUBROTO JAKSEL 2014 150.000.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10 dst
JUNILAH BAGIAN B e 160,000,000
BAGIANC:  DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO. NAMA ANGGOTA KELUARGA NIK HUBUNGAN KELUARGA PEKERJAAN
) @ @ ) [6)
1 |SANCAKA 5300000000000 SUAMI KARYAWAN
2 |DR. MERPATI 353000000000000 ISTRI DOKTER
3 |UJANG SANCAKA 355000000000000¢ ANAK KANDUNG PELAJAR
4 |HAPID SANCAKA 353000000000000C ANAK KANDUNG BALITA
dil KRT. HWIDOPURO 35300000000000KX MERTUA PENSIUNAN

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
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LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU

ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

100

No. Uraian Penghasilan Neto Suami Penghasilan Neto Isteri
(1) @ (3) (4)
A |PENGHASILAN NETO
1 |PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS _ 222.500.000
[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]
2 |PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 158.286.000 .
[Diisi dari Formuir 1770 Bagian A angka 2 atau Formuiir 1770 S Bagian A angka 1]
3 |PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA 3.000.000 ~
[Diisi dari Formuir 1770 Bagian A angka 3 atau Formuiir 1770 S Bagian A angka 2]
4 |PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI _ .
[Diisi dari Formuir 1770 Bagian A angka 4 atau Formuiir 1770 S Bagian A angka 3]
5 |ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB _ ~
[Diisi dari Formuir 1770 Bagian A angka 6 atau Formuiir 1770 S Bagian A angka 5]
6 |[JUMLAH(1+2+3+4-5) 161.286.000 222.500.000
7 |KOMPENSASI KERUGIAN _ .
[Khusus Bagi WP OP yang Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]
8 |[JUMLAH PENGHASILANNETO (6-7) 161.286.000 222.500.000
No Uraian Nilai
1) (] 3)
B |JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [ A.8.(3) + A.8.(4) ] 383.786.000
C |PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK [K/112] 121.500.000
D |PENGHASILAN KENA PAJAK[B-C] 262.286.000
E |PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)
1 |5% x 50.000.000 2.500.000
2 [15% x 200.000.000 30.000.000
3 |25% x 12.286.000 3.071.500
4 180% X oo
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN) 35.571.500
F |PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [ (A.8.(3) / B) x E] 14.948.917
[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formuiir 1770 S
G |PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [ (A.8.(4) / B) xE ] 20.622.583
[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT isteri bagian C angka 12 Formuir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formuir 1770 S]
JAKARTA., 31 MARET 2019
SUAMI
Nama  : DRS. SANCAKA
NPWP  : 06.999.657-013.000
Tanda Tangan
ISTERI
Nama  :DR. MERPATI
NPWP  :07.788.451.8-013.000
Tanda Tangan
] ]




DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana
Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan Atau
Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan
yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan Dari Objek Pajak
Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010
tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional,
Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan
Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan
Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat
Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau
Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang
Badan-Badan dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha

101



Mikro dan Kecil yang Memiliki Harta Hibah, Bantuan, atau
Sumbangan vyang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak
Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.03/2008 Tentang
Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu
Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009 Tentang
Perubahan Atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari
Objek Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-02/PMK.03/2010 tentang
Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan
Bruto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2009 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia Di Luar
Negeri.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang
Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar
Negeri.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang
Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
101/PMK.010/2016  tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
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34/Pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan
Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018 tentang
Badan/ Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Oleh
Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau
Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
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